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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAR KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEESIDEN REPUBLIK INDONESLA,

bahwa untuk melnksansksn ketentoan Pasal 203 dan Pasal
330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang
Pemerintahan Daermh, perfu menclapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangarn Kevangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncaia Tabhun 3004 Nomor 126, Tambshan Lembaran
Wegara Repubbk Indotesta Nomor #438);

Undang-Undang Memor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dasrsh  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megars Republik Indonesia Nomor 5587) sebagnimans
telah beberapa kali diubah teraichir dengan Undang.
Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua
atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh  (Lembaren MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomar 5679).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH THENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

RAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ind yang dimaksud dengan:

Keunngan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Deerah dalam rangks penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah yang dapat dinilal dengan uang serta segala
bentuk kekayaan vang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Doacrah tersecbut
Pengelolaan Keuangsn Daersh adalah  keseluruhan
kegintan  yang meliputi perencanansn, penganggaian,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Dasrah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarm  yang
eclanjutnys disinglat APBN adalah rencans keusngan
tahunan Pemerimah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang

Anggaran  Pendapatan dan  Belanjn Daeral  yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yeng diteteplkan dengan Perda,
Penerimean Dasreh adalah vang yang measuk ke kas
Dimerah.

Pengelusran Daerah adalah unang yang keluar dari kas
Diserah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui
sebagai penambah nilal kekoysan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

B. Daena . ..
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Dang Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APHBN kepada Daerah untuk digunaksn sesual
dengan kewenangsn Daerab guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangha pelakaansan desentralisas).

Dana Transfer Khusus sdalsh dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tufuen untuk
membantu mendanal keglatan khusos, baik fsik meaupun
nonfislk vang merupakan urusan Daersh

Dans Bag! Hasil vang selanjuinya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APEN yang
dialokasikan kepada Decrah penghasil berdasarkan angka
persentase  tertemtu  dengan tujuan | mengurang
ketimpangan kemampusn kKeusngsn antara Pemerintah
Pusat dan Daseah,

Dana Alokssi Umum vang selanjutnya disingkat DAU
odalah dana yang bersumber dari pendapatan AFBN yang
dialokasikan dengsn Mmjusn pemerataan  kemampuan
keusngan antar-Daerah  untuk mendanal  Kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksansan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang sslanjutnya disingkat DAK
adalah dann yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Dacrah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.

Belanjn Duerah adalah semus kewajiban Pemerintah

Daerah yang diskul sebagai pengurang nilai kekayaan
beraih dalam periode tabun anggaran berkenaan,

Pemblayaan adalah setlap penerimann yang perlu dibayar
kembeli dan/atau  pengelusran  yang akan  diterima

kembal, balk pada tahun snggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berkutnya,

15, Pinjaman . .
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I5. injaman Docrah adalah  semua  transaksi  yang

mengaldbatican Daerah menerima sejumlah wang atau
menerima manfaat yang bemnilas uwang dari pihak lain
sehingga Daerah terscbut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

16. Utang Deerah yang selanjumnya dizebut Utang adalah
Jumlah uang yang wajib dibaysr Pemerintal Dacrah
dan/atau kewajiban Pemerintah Dacrah yang dapat dinilai
dengan uang  berdasarkan | perafuran perundang-
undangan, perjanfan. atau berdasarkan sebab lsinnya
yang sah,

I7. Pemberian Pinmman Dasrah adalah bentuk investasi
Pemerintah Dacrah pada Pemerintabh Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah mlik
Pemerintah Daernh lninnya, badan usaha milk #egan,
Badarn Usaha Milik Daerah, koperssi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman,

18, Dana Cadangan adalash dana yang disisithkan untuk
mendanal kebutuhan pembangunan prasarans dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tabun
ANEEArnmn.

19, Beban ndalah penuranan manfaat ekonomd atau potensi
jasa dalam perinde pelaporan yang menurunkan ckultas

ataw nilad kekavaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsl aset atau timbulnya kewajiban.

20, Rencona  Pembangunan Jangka Menengah Dacrab vang
selanjutnys  disingkat RPRIMD  sdalah  dokumen
perencanaan Decrah itk periode 5 (lima) talun.

21. Rencana Pembangunan Takunan Daerah yang selanjuinya
disebut Rencana Kerja Pemeriniah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode | {satu) tahun

22. Kebijakan . . .
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Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat EUA
edalah  dokumen vang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanjn, dan Pembisyasn serin asumsi yang
mendasarinya untuk periode | jsatu) whun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal enggaran yang diberikan kepada perangkat
Dacrah uniuk sctiap program dan keglatan schagal acuan
dalam penyusunan rencana kerjs dan anggeran satuan
kerja perangkat daernh.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kera Perangkss
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencans pendapatan dan belanja
SKPD sisu dokumen vang memual rencana pendapatan,
belanja, dan Pembisyaan SKPD yang melakzanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagal dasar
penyusunan rancangan APED,

Eerangka Pengelusran Jangka Mencngah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan
pengambilan  keputusan ferhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan mempertimbangkan implikasi bisya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berloutnya
vang dituangkan dalam prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi |
[satu) atau lebih Keglatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja  perangkat daerah  atau  masyarakat | yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerafi untuk mencapsl
gasaran dan fujuan pembangunan Daerah.

27. Kegiatan . . .



x

PRESIODEN
BEPLUBLIE MOONE$i&

=il =

27. Kegiatan adalah bagian dari Program yvang dilaksanakan
cleh | [satu) stau beberapa satuan kerja perangkatl dacrah
scbagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pads
suatu Program dan terdiri dar sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ataa
sumber daya manusis, barang modal termasuk peralatan

dun teknologl, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya termebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

28. Keglatan Tahun Jamak adalah keglatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa Jehih dari 1 [satu) tahun
anggaran yang pekerjasnnya dilakukan melalui kontrak
tahun mmak.

29. Keluaran sdalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegistan wvang dilsksanskan wunfuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujusn Program dan kebijakan.

30. Hasil adsalah segala sesusty  vang mencerminkan
berfungainya Keluaran dari Kegiatan dalam | [saf)
Program.

31, Sasaran adalah Hagll yang dibarapkan dar suatu Program
atay Keluaran vang diharapkan dan sustu Kegiatan.

32.Kinerja adalah Kelunran/Hazll dari Program/Kegiatan
yang akan atau telah  dicapai  schubungan dengan

pengpunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas vang
terukur.

d3. Kas Umum Decrah adalah tempal penyimpanan uang
Deerah yang ditentukan oleh kepala daerabh anouk
menampung seluruh Penerimaon Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah.
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Rekening Kas Umum Dasrabh adalah rekening tempat
penylmpanan uang Daerah vang ditentukan oleh kepala
dacrah untuk menampung scburuh Peperimaan Daerah
dan membayar scluruh Pengelusran Daerah pads bank
yang ditetapikan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Dmerah yang selanjutnys disingkat DPA SKPD adalah
dolumen yang memuat pendapaman dan belana SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembisyann SKPD yang melaksanaken fungsl bendahara
umum daerah yang digunakan sebagn daser pelaksanoan
anggaran oleh peagpuna anggaran.

Burnl Penyedisan Dana yang selanjutnym disingkal SPD
edalah dokumen vang menyvatakan tersedianva dana
scbagal dasar pencrbitan mirat permintaan pembayvaran
atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintann Pembayuran yang selanjutnya disinglat
BPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintapn pembaymran

Uang Peraediaan yang selanjutnya disinglat UP adalah
unhg mulka kefja dalam jumlah tertentu vang diberilan
kepada bendahara pengetuaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pads sahuan ketja  perangkat daerah/unit
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yvang menurut sifat dan tujusnnys tidak
mungkin dilakukan melalul mekanisme pembayaran
langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah  Pembayaran Langsung kepada  bendahars
pengeluaran fpenerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lninnya
meclalul penerbilan surat perintih membayar langsung,
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Tambahan Uang Persediaan yang sclanjutnys disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberlkan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu  unbtuk membieysl  pengeluaran  atas
pelaksansan APBD wvang tidak cukup didanai dar UP
dengan botas waktu dalam 1 fsati) bulan

Surat Perintah Membayar vang selanjuinya disinglkat SPA
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD.

Suratl Perintah Membayvar UP vang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan antuk

penerbitan surail perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD vang dipergunakan schagai UP
untull mendanal Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjuinya disingkst SPM-GU adalah dokumen wyang
digunakan untuk penerbilan surat periniah pencabran
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan wuntuk mengganti UP  yang telah
dibelan jalean,

Surat Perintah Membayar TU yang selanputnya disinglat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbilan sural perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA BEPD, karena kebutuhan dananya tidak
dapal menggunakan L3 dan UP,

Burai Perintah Membayar Langsurg vang selanjutnya
discbut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintnh pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD kepada plhak ketiga.

46, Surat ,
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Burat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnys disfnghkat
SPID adalah dokumen vang digunakan sebagal desar
pencairan dana atas Behan AFED,

Barang Mk Daerah vang selanjutnya disingkat BMD
adalah semus barng yang dibeli atau diperoleh  atas
Beban APBD stau berasal dari perolehan Bainnya yang sah,

Sisa Lebih Perhitungen Anggaran yang sclanjutnya discbut
SiLPA adalah selisth lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran angparan sclama 1 [satu) periode anggaran.
Plutang Daerah sdalah jumlah uang vang wajib dibaver
kepada Pemerintah Daersh dan/stau hak Pemerintabh
Daeral yong dopat dinilal dengan uang schagnl alibat
perjanjian &tau akibat |minnys berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan ateu akibat lainnys yang
sah

Peraturan Doeerah vang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan
Perda Kabupaten/ Kota.

Peraturan Kepala Deserah yang selanjutnya disebut
Perkada adalsh peratiran gubernur atsu  peraturan
bupati/wali kota,

Urusan Pemenntahan adalah kekuasaan pemerintahann
vang menjad] Kewenangan Presiden vang pelaksanasnnva
dilakukan cleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Dasrah  antuk  melindungl,  melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Dasrah dan  Dewan
Perealtilan Ralowt Dasrah menurut asas otonomi dan
tugas pembaniuan dengan prinslp otonomi seluas-luasnya
dalam sistemn dan prinsip Negaras Kesatuan Republik
Indonesin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tabun 15945,

54, Urusan . ..



*

PREESIDEN
BEPUBLIL INDOMESLA

= 10 =

54, Urusan Pemenintashan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib disclenggarakan oleh semua Daerah,
55 Urusan  Pemeriniahan  Pillhan  adalah  Urnusan

Pemerintakan yang wajib diselenggarskan oleh Daerah
sesuai dengan potensl yang dimilikl Daerah,

56, Pelaymnan Dasar adalah  pelavanan publik  untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengensl
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakon Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak dipercleh setiap warga
negara secara minkmal

58. Bedan Lavanan Umum Daerah vang selanjutnya disinglat
BLUD adaloh sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangknat deerah siau unit satusn kerje perangkal decrah
pada satuan kera perangkat doernh dalam memberikan
pelayanan  kepads  masyaraks! yang mempunys
ficknibiflitas dalam pola pengelolasn keuangan sebagad
pengecualian  dari  ketentuan  Pengelolaan Keuangan
Daerah pada umumnya

39, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan  pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesis vang dibantu olkeh Wakil
Presiden dan menteri schagaimans dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

60, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

61, Dacrah Otonom yang sclanjutnya disebutl Dacrah sadalah
kesatuen masyarekal hukum yang mempunyal batas-
batas wilsyah yang berwenang mengatur dan menguris
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masysrakat
sciempat menurut prakarsa sendini berdasarkan aapirasi
masyarakst dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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61, Pemerintah Decrah adalah kepala dacrah sebagai unsur
penyvelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan vang  menjadi
kewenangan Dasrah,

63. Kepala Daerah adslah gubernur bagi Daerah provinsi,
bupati bagi Dasrah kabupaten, atau wali kota bagl Daerah
kota,

64, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkst DPRD adalah lembaga perwakilan rakya: Daerah

yang berkedudukan sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintaban Dacrah.

65, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Dacrah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan deerah.

66, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Deerah  yang
selanjutnys disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Dacrah vang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dacrah,

67. Unit BEPD ndalah bagian SEPD yang melaksanakan |
jsatu] atau beberapa Program.

68. Penppuna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah
prjiabat pemegang kewenangan pengEUnAGn  ENEEATEDN
untuk mejaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinmya.

69. Kuasa FA yang selanminyn disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi bkusss unfuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanaken scbagian tugas dan
fungsi SKPD.

70.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnys
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepala Deerah dalam rangka
penyusunan APBD.

71. Pejabat. ..



*

PRCSIDEN
REPURLIE INOOMES A

- 12 -

71.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutmya
disingkat PPED adalsh kepala SKPED yang mempunysi
tugns melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagail bendahara umum dasrah.

72. Bendahara Umurmn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPED yang bertindak dalam kopasitas sebagmi
BUD,

T3 Kussa BUD adplah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

T4, Pejabat Pelakzana Teknls Keglatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan | (satu) atau beberapa Kegatan dari suatu
Program sesual dengan bidang rugasnya.

75, Pejabat Penatausahasn Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daersh yang selanjutnya disingkat PPE SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungs! tats usaha keuangan
pada SKPD,

T, Bendahara Pencrimaan adalah pejabat yang  ditunjuk
unmuk MEnerime, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
Pendapatan Daerrah dalam rangka pelaksanaan APRD
pada SKPD.

77.Bendahara Pengelusran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungiawabkan wang untuk keperfuan
Belanja Dacrah dalam rangka pelaksasaan APBD pada
SKFD.
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78. Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

Pegowal ASN pdaleh pegawal neperi aipll dan pegawal
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pcjabal pembina kepegawalan dan disernhi tugas dalam
suaty jabatan pemerintanhan atau diserahi tugas negara
lainnya doan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

79.Badan Ussha Milk Daecrah yang selanjutnya disinghkat

BUMD adalah badan usaha yang selurub atau sebaginn
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

40. Anggaran Kas adalaly perkiraan arus kas masuk yang

82.

a3.

bersumber dari penerimaan dan perkiraan anus kas kelear
unfuk mengatisr ketersedinan dena yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Standar Akuntansi Pemerintuhan yang selanjutnya
disingkat SAP adaloh prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan Aluntanai Pemerintah Daerah asdalah prinsip,
dasar. konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih
oleh  Pemerintah  Daerabh  sebagai pedoman  dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Dacrah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
baporan keuangan terhadap anggeran, aniar periode
maupun antar entitas.

Bistern Akuntansl Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian  sistematik | dari
prosedur, penyelenggoara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungs: akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan & Engkungan
organisasi Pemerintahan Daerah,
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B4, Bagan Akun Standar yang sclanjutnya disingkat BAS
adalah dafter kodefikasi dan kiasiflensi terkait transaksi
kruangan yang disusun secarm sistematis  scbagod
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

£5. Harl adalah hari kerja.

Pasal 3

i, hak Dacrah untuk memungut pajak daerah dan retribusi
dacrah serta melakukan pinjaman;

b. kewnjibon Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dacrah dan membayer tagghan pihak ketiga;

¢, Penerimaan Daerah;

d. Penpelunran Dasrah;

e, kekayaun deerah yang dikelola sendiri atau obeh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak
lain yang dapat dinilal dengan uang, termasuk kekaynan
daerah vang dipisahkan; dan/atau

[ keksvaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemeriniah

Daerah  dalam  rangka  penyelenggarman  tugas
Pemerintahan Daerah dan/atay kepentingan umum.

Pasal 3

il) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektd, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rosa keadilan, kepatutan,
manfast untuk masyarskst, serta tast pada ketentuan

peratumn perundang-undangan.
(2] Pengelolaan Keuangan Daerah sebagnimana dimabksud
pada ayal (1] diwujudkan dalam APBD,

(3] APBD . _
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(3] APBD schagaimana dimaksud pads ayat {2) merupakan
desar bagi Pemerintah Daerah  untuk  melakuken
Pensrimann dan Pengelanran Dasrah,

BAB II
Pengelola Keuangan Daerah

Bagian Kesatu
Pemegang Kekussaan Penpelolsan Keuangan Daerah

Pasal 4

{1} Kepala Daerah selaku permegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan mewakill Pemerintah Daerih dalam
kepemilikan kelcaynan dacrah yang dipisahlion.

(2] Pemegang kekuasaan Pengelolaan  Keuangan Deaerah
se dimaksad pada ayat (1) mempunyal
kewennngan:

B, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangsn
Perda tentang perubahan APBD, dan mancangan Perda
tentang pertanggungiaswaban pelaksanaan APBD,

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tenlang perubahan APBD, dan
mncangan Perda tentang  pertanggungewaban
pelaksansan APBD kepads DPRD uniuk dibahas
bersama;

. menclapkan Perds tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan AFBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiowaban pelaksanann APBD yang
telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menclapkan kebijakan ierkait Pengelolaan Keuangan
Dacrakh;

e, mengambil | .,
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mengambil  tindakan tertentu  dalam  keadaan
mendesak terkalt Pengelolaan Keuangan Deerah vang
sangat dibutuhkan oleh Dacrah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebljakan pengelolasn APRD;

menctaplkan KPA;

menctapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengelusran;

menciapkan pejabat  yang  berfugas melakukan
pemunguian pajak daerah dan retribusi daerah;
menetapikan peabat  vang  bertugss  melabuksn
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

menetapkan pejabal  vang  berfugas  melakukan
pengujian  atas  tagihan  dan  memerintahkan
pembayaran;

menctapkan pejabat lainnya dalam ranghka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesual dengan ketentunn peratusan
perundang-undangan; dan

melaksanakan kewenangan lain  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Calam melaksanakan kekussasn sebagaimana dimaksud
peda ayai (1), KE=pala Dasrah melimpahkan schagian atau
scluruh  kekusssannys yang berupa perchicansan,
penganggaran, peiaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, sertan pengawasan Keuangan
Daerah kepada Pejabat Peranghkat Daerah

Pejabat Perangiat Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat |3) terdin atas:

A

.
[ 8

sekretarls deaerah selaku koordinstor Pengelolasn
Keuangan Deerah;

kepala SKPKD selaku PPEKD; dan

kepala SKPD sclaku PA.

(=) Pelimpahan . . .
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(5] Pelimpahan  schagian atou  selumab kekuasann
echagaimans dimaksud pada ayat (3] didessrkan pada
prinsip  pemisahan kewenangan — antars yang
memeriniahkan, menguji, dan = menerima  atau
mengeluarkan uang.

i6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1} Kepala Daerah sclaku wakil Pemerntah Deerah dalam
kepornilikan  kekayaan Deerah  yang dipisahkan
schagaimana dimaksud dalem Pasal 4 ayat  [l)
berkedudukan sebagni pemilik modal pada perusahann
umum daerash atau pemegeng saham pada perseroan
daerah,

2} Ketentunn mengenal Kepala Daerah  selaku  wakil
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan dserah
yang dipisahkan sehagaimans dimaksod pada syat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Bagian Kedua
Koordinator Petigelolaan Keuangan Daerah

Pasal &

(1] Sckretaris daerah selaku  koordinator Pengelolaan
Keuangan Dacrah sebagmimana dimaksud pada Posal 4
ayat (4) huruf & mempunyai tugas:

8. koordinasi dolam Pengelolaan Keuangan Dacrah;

b, koordinasi di bidang penyusunan rancangan AFBD,
rancangan  perubshan  APBD, dan mancangsn
pertanggungiawaban pelaksanasn APBD;

c. koordinasd . . .



*

FRIZIDLCH
REPUBLIE WWOONLSA

-« 18 =

¢ koordinas! penyiapan pedoman pelaksanaan APBDY;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e, koordinasl pelabssnasn tugss lainnya di  Bldang
Pengelolaan  Keuangan Deerah  sesusl  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. memimpin TAPD,

(2] Dalamn melaksanakan tugasnys sebagamana dimaksud
pada ayat (1), koordinater Pengelolaan Krusngan Daerah
beranggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bapan Ketiga
Pejabai Pengelola Keuangon Dasrak

Panal 7

[1} Kepala SKPKD selalos FPED mempunyai tugas:

o menyusun don melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daorah;

b, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda teniang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

¢, melaksanakan pemunguian Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e melaksanokan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} PPED dalam melaksanakan fungsinya selakn BUD
schagaimana dimaktsud pada ayat (1) huruf d berwenang:

A menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b, mengesahian DPA SKPD;

¢, melakukan pengendallan pelaksanaan APBD;

d. membernkan petunpk  ekne  pelabsanasn slstem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

e melaksanakean . . .
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melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanssn pinjoman dan pemberian
melakssnakan slatern  akuntansi dan  pelaporan
Keuangan Daerah,

menya|ikan informasi keusangan daerah; dan
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimean dan Pengeluaran Dacrah sesual dengan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan, tidak
dilakukan melahul Rekening Kas Umum Daerab.

Pasal 8

FFED sclaku BUD mengusulkan pejabal di Hnagkungan
SKPED kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai
Huass BLUD.

Husass BUD sebagaimana dimaksd pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dasrah,

memantsy pelaksanasn penerimaan dan pengeluarsn
APBD oleh bank danfateu lkembags keuangan lalnnya
vang telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBED;

menyimpan uang dacrah;

melaksanakan penempwtan  uang deaerah  dan
mengelola /| menatausahakan vestas;

melakukan pembayaran  berdasarkan  permintaan
PAJKPA atns Beban AFBD;

1. melaksanakan .
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i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
Pemerintah Dacrah;

J  melakukan pengelolaan Uwng dan Piutang Daerab;
dan

k. melakukan peragiban Putang Daemhb,

(4] Kuasa BUD sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada PPED selaku BUD.

Pazal 9

Kepala Daerah atas wsul BUD dapat menctapkan lebih dari |
{satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan

besaran jumlah uang vang dikclola, beban kerja, Ioknai,
dan fatau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1] Kepala SKFD selaku PA mempunyel Lugas;

a. menyusun REKA SKPD;

b. menyusun DPA SKPD;

c. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengupan atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,

. melaksanakan permungutan retribusi daerah;

g mengadakan [atan/perfanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam boias anggaran yang telah
ditetapkan;

h. menandatangani BFM;

I mengelola Uang dan Putang Dacrah yang menjadi
tanggung jmwab SKPD vang diplmpinnya;

J. menyusun .,
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J- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
vang dipimpinaya;

k. mengawasi pelaksannan  anggatan  SKPD yang
dipimpinnys;

l. menctapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat Iainnya dalam SKPD  yang
dipimpinnyn  dalam rangha Pengelolann  Keuangan
Daerah; dan

n. melaksanakan fugos leinnys sesual dengan keetentuan
peraturan perundang-undangan.

(2] PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugss dan
wewenangnya schagaimans dimaksud pada ayst |1
kepada Kepala Daerah melalul sekretans dacrah,

Bagian Kelima
Kuasa Penppuna Ansparan

Pasal 11

(1] PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannye kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA.

[2) Pelimpahan kewenangsn sebegaimana dimaksud pada
myat (1) berdasarkon pertimbangan besaran anggaran
keglatan, lokasi, dan /atau rentang kendall,

¥ Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
myat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala
SKPD.

i#] Pelimpahan kewenangen schagaimans dimaksud pada
ayat (1) meliputic
4. melakukan tindekan vang mengakibatkan pengeluaran

atas Beban anggaran belanja;
b melaksanakan anggaran Unit SKPD vang dipimpinnya;

c, melakuken
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c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembaynran;

d. mengadakan ikatan/perjanjinn kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang  telah
ditetapkan;

e. meleksanakan pemunguian retribusi dacrah;

. mengowasi pelaksansan anggearan yang menjadi
tanggung jewabnys; dan

g melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5] Dalam melaksanakan kewenangan schagaimana dimaksud
poada ayal (4] KPA berianggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Dacrah

Pasal 12

(1] PAJEPA dalam meloksanokan Kegiatun menetapkan
pejabat pada SKPD/Undt SKPD selaku PPTE.

i2i PPTK schagaimana dimaksud pada ayat (1] berfugas
membanty tugas dan wewenang PA/KPA.

(3] Delam melaksanakan fugas dan wewenang schagaimana

dimaksud pade ayat (2], PPTK bertanggung jewab kepada
PASKPA.

Pa=al 13

(1] Penctapan PPIE schagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Keglatan, beban kerja, Jokasi, rentang
kendali, dan/atay pertimbangen objektif lainnys yang
kriterianya ditetapkan Kepala Dacrah.

(2) PPTK . ..
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(2} PPTE scbagaimana dimaksud pada ayat (I} merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesusi
dengan tugss dan fungsinys.

(3 Dalam hal tidak terdapat Pegewal ASN vang menduduakd
jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional umum selaku PPTK yvang kriterianya ditetapkan
Kepila Dacrah

Baglan Ketujuh
Pejabat Penatausshaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Dasrah

Paszal 14

(1) Kepala SKPD selaku PA  menetapkan PPK  SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayst (1) huraf |
untuk melaksanakan fungs! tats usaha keuangan pada

SKPD.
(2) PFK  SKPD scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal tUgss dan wewcnang

&, melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LE beserta bukti kelengkapannya vang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM.;

c. melakukan werifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melakesanakan fungsl akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKFPD.

(3 PPK SKPD sebageimana dimaksud pada ayat (1) tidak

merangkap sebagal pejabat dan pegawal yang bertugas
melakukan pemunguten pejak daerah dan  retribusi
daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengelusras,
danfatau PPTE.
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Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

il Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA kerena pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD
uniuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Uni SKPLD,

(2) PPK Unit SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

TR FIVPRLETT VI T g

a8 melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukt
kelenghapannya  yang diajukan  oleh  DBendshara
Pengehunran pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS. berdasarkan SPP-
Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan wverifikosi laporan  pertanggungjawaban
Bendahara Penermasn pembantu dan Bendahars
Pengeluaran pemmbaniu.

Bagiin Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahars Pengeluaran

Pasal 16

[1) Eepala Dasrah menstapkan Bendahara Penerimaan untak
melaksanakan ftugas kebendaharman dalam rangks
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD aies usul
PPEL selalos BUID,
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(2] Bendahara Penerimaan sebagamana dimaksud pada ayat
(1) memilikl tugns dan wewenang menerima, menvimparn,
menyetor ke  Rekening Kaa  Umum  Daerah,
menstausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Pendapatan Doaerah yang diterimanya.

Pagal 17

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagisn kewenangannya
kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara
Pencrimaan pembantu pada unit kerja SKPD  yang
bersangkutan.

{21 Bendahara Penerimaan pembaniu sebageimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki thugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah,

Pasal 18

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menclaphian pegaownl yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan untuk meningkatkan efektifites pengelolasn

Pendapatan Dacrah.

(2] Pegawal yang bertugns membantu Bendahara Pererimasn
sebagamans dimaksud pada ayat (1] melaksanakan tugas
dan wewenang sesual dengan lingkup penugasan yvang
ditetapkan kepala SKPD,

Pasal 19

(1] Kepala Duerab atas usul PPED menctapkan Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan tugss kebendaharaan
dalam rangka pelaksansan anggaran belanja pada SKPD,

{2] Bendahara . . .



*

ARLCS IDER
REPIELIE NODRESIA

- 25 -

[#] Bendahara Pengelunran sebagaimana dimaksud pads syat
(1) memiliki tugae dan wewenang:

a.

b,

E

=3

B

mengajukan permintsan pembayaran menggunakan
SPP UF, 5PP GU, 5FPF TU, dan SPP LS

mencrima dan menyimpan UP, GU, dan TU,
melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

menolak perintah bayar darfi PA vang thidak wsesusi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menelit kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat  laporan  penanggungiawaban | secara
sdministratif kepada PA dan lsporan
pertangpungiewaban secara fungsional kepada BUD
secara periodil; dan

memungul dan menvelorkan pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-andangan.

{3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayal
(2}, Kepala Daerah atas usul PPKD menctapkan Bendaharn
Pengeluaran pembantu,

] Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud
pads ayat (3] memilild tugas dan wewenang:

mengnjulan permintann pembayaran mengEunakan
SPP TU dan SPP LS:;

menerima  dan  menyimpan  pelimpaban UP dard
Bendahara Pengehiaran;

€. mencrima dan memyvimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan

TU yvang dikelolanya;
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menslak perintah hayar dad KPA yang tidak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menelill kelengkapan dokumen pembayaran;
memungut dan menyetorkan pajak sesual dengan
ketentuan peraturen perundang-undangan; dan
membuat  laporan | pertanggungiawaban | secara
sdministratlf kepada KPA dan laporan

pertanggungiawaban  secara fungsional  kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

{1} Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawal vang bertugns membantu Berdahara
Pengeluaran untuk meningkatikan efektifitas pengelolann
Belanja Daerah,

(2] Pegmwal yang bertugas membaniu Bendahars Pengeliusran
sebagaimana dimaksud pada ayai |1} melaksanakan tugas
dan wewenang sesual dengan Lnghup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 21

Bendshars Penerimaan dan Bendahars Pengeluaran dilarang:

melakukan keguatan perdagangan, pekerjaan
pembarongan, dan penjualan [asa;

bertindak scbagai penjamin atas kegiatan, pokerjaan,
dan/steu penjualan jasa; dan

menyimpan uang pada suaty bank atau lembags Keudngan
ininnya mtas nama pribadi baik secars langsung maupun
tidak langsung,

Bagian Kesepuluh . . |
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Bagian Kesepuluh
TAFD

Pasal 2

(1] Dalam prosss penyvusunan APAD, Kepala Daerah dibantu

oleh TAPD vang dipimpin oleh sekretaris daerah,

[2] TAPD sebagaimanna dimaksud pada ayat (1) terdin atas

Pejabat Perencana Dacrah, PPED, dan pejabat lain sesuai

dengan kebutuban,

(3] TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyal
tugas:

4]

b.

membahas kebijakan Pengelolann KEeuangan Dacrah;
menyusun dan membahas rencangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;

menyusun dan membahas rancangan FPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikesi REA SKPD;
e, membahas rancangen AFBD, rancangsn perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungiawaban APBD;
membahas hasil evelussi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;

melakukan venfikssi mancangan DPA SEPFD dan
mancangan perubahan DPA SKPD;

melaksanakan tugas lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD schagaimana dimaksud

pada ayat (3] dapat melibatkan instanst sesual dengan
kebutuhan.

BABIN. ..
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BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 23

(1] APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Dacrah.

[2) APBD schagnimans dimaksud pada ayet (1] disusun
dengan mempedomani KUA PPAS yang didssarkan pada
REPD.

[} AFBD mempunyal fungsi oforisasi, perencanaan,
pengawaian, alokesi, distribusi, dan stabilizasi.

(4) AFBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksansan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

{1} Semua Penerimaan Doerah danm Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang disnggarkan dalem APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
B, Pendapatan Daerah; dan
b, penerimaan Pemblayaan dacrah.

(3 Pengeluaran Daerah scbagaimana dimaksud pada ayst (1)
terdiri atas;

& Belanja Dacrah; dan
b pengeluaran Pembdayaan daerah,

i Pensrimaan . . .
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(4] Penérimaan Doecrah yong dianggarkan dalam APBD
sebagaimans dimaksud pada ayat (2} merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara msional yang
daput dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Dacrmh
dan berdassrkan pada ketentuan peraturan perundang-
L g

[5) Pengelunran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
schagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Pengeluaran Docrah sesuni dengnn kepastinn tersedianya
dana ates Penerimaan Daerah dalam jumish yang culup.

6] Setinp Pengelusnran Daerah sebagsimans dimaksud pada
ayat (3} hwrus memiliki dasar hukum yang melandasinya,

(7} Seluruh Penerimaan Dasrah dan Pengeluaran Daernh
sebagaimans dimalesud pada ayat (1] dianggarkan secara
bruto dalam APRD.

Pasal 25
Batuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah,

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Dacrah dalam
masn 1 (=afu) talun anggaran sesual dengan undang-undang
Mmengenal Keuangan negars.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

(1] APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
. Pendapatan Daerab;
b. Belanja Dacrah; dan
€. Pembiayaan dacrah,

(2} APBD...
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{3 APBD  sebaguimana dimaksaud pada asyet 1)
diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan deerah
dan organisasi yang ditetapkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

{3 Klasifikasi APBD menunot Urusan Pemerintahan daerah
dan organisasi sebagaimana dimakesud pada ayat [2)
disesusikan dengan kebutuhan daerah  berdasarkan
ketentuan peraturan perandang-undangan,

Pasal 28

|1} Pendapatan Datrsh scbagaimans dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) hured & meliputi semua penerimaan  UANg
melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Dacrah dan penerimaan lainnys yang
sesual dengan kelentusn peraturan perundang-undangan
diakul sebagal penambab ehuitss yang merupakan hak
deerah dalam | {satuj talan anggaran.

(2] Belanja Deerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1] huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening
Eas Umum Dacrah yang tidak perla diterima kembali oleh
Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang skuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3} Pembiaynan decrah sebagalmona dimaksud dalam Pasal
2T ayatl [1) huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akin diterima
kembali, baik pada tahun anggsran berkenaan maupun
pada tahun anggeran berilutrye
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Bagian Ketiga
Pendapatan Dasrah

Pasal 29

Pendapatan Deerah dirinel menurst Urgsan Pemerintahan
dactah, organizasi, |enis, obwek, dan rincian  obyek
Pendapatan Daerah,

Pasal 30
Pendapatan Daerah terdiri atas:
i, pendapatan asl daerah;
b, pendapatan lransfer] dan
¢. lnin-lain Pendapatan Dacerah yang sah

Pasal 31

(1) Pendapatan ash Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 hurul & melipati:
i pajak daerah;
b, retribusi deerah;
¢, hasil pengelolaan kekavaan decrah vang dipisahkan:

dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2] Pendapainn pajak deerah dan retribusi | desrab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref a dan huruf b
meliputi pendapatan sesuai dengan ketenfuan peraturan
prrundang-undangan yeng mengatur mengenal pajak
daerah dan retribus daerah.

i3 Hesll pengelolaan kckayaan dacrah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pads syat (1) hurof ¢ merupakan
Penerimaan Dacrah atas hasil penyertasn modal dasrah,

(4) Lain-lain . .,
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4] Lain-lain pendapatan asli Decrah vang sah schagaimana
dimaksud pada ayat (1] hural d terdinl atas:

m e BN TP

LI

v 9 p @

hasil permanfastan BMD yang tidak dipisahkan,

hasil kerja sama doerah;

jnsa giro;

hasil pengelolaan dana berguli;

pendapatan bunga;

ponerimasn atns funtutan gany kerugian Keuangan
Dacrah:

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagad
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atsu penerimésn lain  schagal akibat
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasi
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Dacrah;

penerimaan keuntungan darf selisih nflad ukar rupiah
terhadap mata vang asing,

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanasn
pekerjaan;

pendapatan denda pajak dacrah;

pendapatan denda retribusi dacrah;

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengem balian;

pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan  lainnya sesusi dengan kelentusn
peraturan perundang-undangan.

Pagal 32 ..
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Pagal 32

Pemerintah Ducroh dilarang:

i, melakukan pungutan atag pang disebul nama lainnya
yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang distur
dalam undang-undang; dan

b. melakukan pungutan yang menycbabkan ekonoml blaya
bnggl. menghambat mobilitas  pendoduk, lale lintas
barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspar/impor
Yang merupakan program strotegia nasonal,

Pasal 33
(1) Kepals Dweerah vang melakukan pungutan atau yang
disebut nama lainnyn sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 huruf & dikenai sanksi administratif tdak dibayarkan
hak-hak keusngannys yang distur dalam ketentuan

peraturan perundeng-undangan selama & (enam) bulan.
{2} Kepala Daerah yang melakukan pungutan schagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 hurul b dikenal sanks

administratil sesumi  demgmn  ketentuan  peraturan

perurdang-undangan.

i3 Hasil pungutan afeu yang disebut nama lainnya
schagaimana dimaksud pada syat (1) wajib disetorkan
schiruhnya ke kas negara,

Pazal 34

(L) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
A0 hurul b melputi;

a. transfer Pemermniah Pusal; dan
b, iransfer antar-dserah

2] Tranafer . . .
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(2} Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf & terdin atan:
&, dana perimbangan;
b dana Insentif daerah;
c. dana otonoml khusus;
d. dana keistimewann; dan
e. dana desa
(3 Tranafer antar-deerah scbagnimana dimaksud padn ayat
(1) huruf b terdin atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantusn keusngan

Pasal 35
(1] Dana perimbangan sebagammans dimaksod dalam Pasal 34
ayat (2] huraf m terdiri atas:
& Dans Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khumua,
(2] Dana Transfer Umum scbageimana dimaksud pada ayat
1) huruf & terdiri mtas:
a DBH; dan
b. DAL
i3 Dana Transfer Khusus sebagumans dimaksud pads ayat
[1) huruf b terclird atas;
& DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 36
(1) DBH sebagaimana dimalksud dalam Pasal 35 ayat (2] bural
a bersumber dari:
a. pajak; dan
b. sumber dayn alam.
(2] DBH vang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 3 terdin stas:
a. pajak bumi dan bangunan seklor perkebunan,
pertambangan, dan perhudanan;

b pagak . . .



*

FRESIDEM
REPUBLIE INDONESIA

- B -

b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 20 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Megeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21; dan

£. cuksl hasil tembakau;

sesual dengan ketentuan peraturnn perundang-undangan,
[DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagairmana
dimalovad pada ayat [1] hurad b berasal dard:

a. penerimaan kehutonan yang berasal dar uran ifin

usaha pemaninatan hutan, provisi sumber days butan,
dan dana reboisasi yang dihasilkan darl wilayah
Direrah vang bersangkutam

. penerimaan pertambangan mineral dan batubars yang
berasal dari penenmaan juran tetap dan penerimaan
furan eksplorasi dan luran eksploitasi yang dihasilkan
dari wilayah Dacrah yang bersangkutan,

., penerimasn  negara  dari sumber  daya  alam
pertarnbangan minyak bumi yang diheailkan dar
wilayah Dacrah yang bersanghkutan;

, penarimasn  negara  dari  sumber daya alam
pertambangan gas bumi yang dihasilkan darl wilayah
Daerah yang bersangkutan;

. penerimoann dart panas bumli yang berasal dari
penerimasn setoran bagian Pemerintah Pusat, juran
tetap, dan juran produksi vang dihasilkan dari wilayah
Dacrah yang bersangkutan; dan

penerimaan perikanan yang berasal dad pungutan
pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan
yung dihasilkan dard wilayah daerah  yang
bersanglutan.

Pasal 37

DAU bersumber dari pendapatan APEN vang dialokasikan
dengan fujuan pemerataan kemampuan lkeuangan antar
daerah untuk mendansl kebutuhan deerah dalam rangka
pelaksanaan  desentmalisasi  sesuml dengan  ketentuan

peEraturan perundang-undangun.

Pazal 38
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Pasal 38
Dana Transfer Khusus scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1] huruf b bersumber dari APBEN yang dialokasikan pada

Daerah untuk mendanal Kegiaten khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjsdi kewenangan dasrah yang
ditetapkan oleh Pemermtah Pusat sesusl dengan ketentuan

perdturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dana insentif dacrnh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat {2) huruf b bersumber dari AFEN yang dialokasikan
kepads Dasrab tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan
tujuan  untuk memberikan penghargaan aths  perbaikan
dan fatat pencapaian Kinerja tertentu

Pasal 40

Dana otonomi khusus schagnimana dimaksud dalam Pasal 34
ayal (2] huruf ¢ dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonoml khusus sesual dengan keténtuan peraturan undang-
undangan.

Pasal 41

Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2] huruf d dislokasikan kepada Dacrah jstimewn sesual
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 42 . . |
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Pasal 43

i1} Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat [2)
huruf & bersumber dari APBN vang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan untuk bt P penyelenggaran
pemerintahan, pelaksansan pembangunan, pemblnasn
kemasyarakatan, dan pemberdaysan masyarakat.

[ Dana desa schagnimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesual dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Pengalokasian transfer Pemerintah  Pusat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 awat 1) huref & dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Praal 44

Pendapatan bagl hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayal (3) hurufl a merupaksn dana yang bersumber dari
Pendapatan Dasrah yang dialokasikan kepada Dasrah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

{1} Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (3} hural b merupaken dans yang diterima dari
Daerah lainnya balk dalam rangka kerja sama dscrah,

pemerntaan  peningkatan  kemampuan  keuangan,
dan/atau tujuan fertentu lninnys,

{2} Bantuan . .
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(4] Bantuan keuangan schagaimans dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. bantuan keuangin duri Dasroh provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten /kota

Pusal 46
Laini-lain  Pendopatan Daerah  vang sah schagaimans
dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢ meliputi:
a, hitah;
b, dana darumal; dan/sau

€, lain-lain pendapstan sesuai dengan keteniuan peraturan
perundang-undargar,

Pasal 47

Hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hurul &
merupakan banfuan berups uang, barang, dan/atau jasa
yvang berasal dari Pemerntah Pusat, Pemerintah Dasrsh lain,
masyarakat, dan baden usaha dalam negeri sty luar negeri
yang tidak mengkar untuk menunjang  peningkaian
penyvelenggaradn  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daemb sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-umdangarn,

Pasal 48

Dana darural sebagaimana dimaksud dalam Pazal 46 hurul b
merupakan dans yang berasal dari APBN vang diberikan
kepada Daerah peda tshap pasca bencana untuk mendanas
keperiuan mendesak yang diskibaiken olch bencana yang
tidak mampu ditanggulangl oleh Daerah  dengan
monggunakan sumber APBD  scsumi  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . .
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Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 42

(1) Belanjs Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat {1} huref b untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2} Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
schagaimana dimaksud pada avat (1] terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¥ Urusan Pemerintabhan Wailb sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] terdin stes Urusan Pemerintahan Wajib yoang
terkait Pelayanan Dasar den Urusan Pemerintahan Wajib
vang tidak terkalt Pelayanan Dasar.

% Urusan Pemesintohan Pilihan sebapaimans dimaksod
pada ayat (3} sesuni devgan potensi yang dimiliki Daerak

i3 Belanja Daereh sebagaimana dimaksod pada avat [1)
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urisan
Pemerintahan Wajll terkait Pelayansn Dasar dalam ranghks
pemenuhan Stondar Pelayanan Minimal

6] Belanfa Daerah untuk perndansan Urusan Pemermiahan
Wajih wyang tidak terkait dengan Peloyvanan Dasar
dialokasikan sesusl dengan kebutuhan dasrah

(7] Belanja Dasrah untuk pendansan Urasan Pemeriniahan
Piihan dinlokasikan sesunl dengan pnoritas dacrah dan
potensai yang dimiliki Daerah.

Pasal 50

(¥} Daerah wajib mengalckasikar belanjn untuk mendsnal
Urusan Pemernntshan daerah yang besarannyas telah
ditcliapkan sesunl dengan ketentuan peraturan perundsng-
undangan.

(2) Dalam . .
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(2] Dalam hal Dacrah tidak memenuhi alokasi belanjs
schagnimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan urasan  pemerintahan di | bidang
keuangan melakukan penundasn danfateu pemotongan
penyaluran Dans Transfer Umum, setelah berkoordimasi
dengan Menteri dan mentert telends terlenit.

3 Eetentuan lehih lanjut mengenai penundaan dan/ateu
pemotongan  penyiluran  Dana  Transfer  Umum
schagnimana dimaksud pads ayet (3] diatur dalam
peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang keusngan,

Pasal 51

{1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
myat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanjs, dan/atau standar teknis sesuni
dengan ketentuan peraturan pernindang-undangar,

i2] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat §&) dan ayat (7] berpedoman pada standsr hargs
satuan regional, onalisis etandar belanja, danfatau
standar teknis sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undasgan,

(3 Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dan avat (2] ditetaplan dengan Peratursn
Presiden.

(4] Standar harga satuan regional schagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagal pedoman dalam
menyusun siandar harga satuan pads masing-maging
Daerah.

(5] Anaslisis standar belanjs dan standar tebnis sebagalmans
dimaksud pada avat [1) dan ayat (2] dan standar harga
satuan schagaimana dimaksud pada ayvat (4 ditetapkan
dengan Perkada,

#6) Analisis .
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i6] Anahsis standar belanja, standar harga satuan, dan/atou
standar teknis sebagnimans dimaksud pada ayat (5
diganakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

(7} Belanja Dacrah sebagaimans dimaiesnd pada ayat (1) den
ayat [2) dinnci menurnut Urusan Pemerintahan daerah,

organisasi, Program, Keglatan, jenis, obyek, dan rincian
obyek Belanjn Dasrah,

Pasal 52

Urusan Pemeriniaban daersh sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat [7] disclarnskan dan dipadukan dengan belanja
negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain
terdird nias:

pelayanan wnum;

ketertiban dan keamanan,

eloanoml;

perlindungan linglosngan hidup;

perumahan dan fasilites umum;

keashatan;

parwisata;

pendidican; dan

perlindungan sosial.

N SN NS

Pasal 53

Belania Deerah menurut organisas! ssbagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (V) disesuaikan dengan susunsn
ofganisasi yang ditctapkan berdasarkan kelentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 54

(1] Belanmis Doerah menorat Program  dan Kegiatan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 awt [
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinel dan

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan  peraluran
perundang-undangan.

[2] Program dan Keglatan sebagaimana dimaksud pada syat
{1} mncinnnyn paling sedikit mencaloup:
a, target dan Sasaran;
b, Indikator capakan Keluaran; dan
c. indikstor capainn Hasil

(3} Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta
indikator capaian Hasil dan indikstor capaian Keluaran
yang didasarkan pada priontss nasional  disusun

berdasarkan nomenklstur Program dan  pedoman
penentuan mdikstor Hasil dan indikator Keluaran sesusl

denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panal 55

(1] Klasifiknsi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
e. belanja tidak terduga; dan
d. belanja tranafer.
(2] Belanfa opernal sebagaimens dimaksud pads oyat (1)

huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegatan
sehari-har Pemerntah Dwerah yang memberi manfmat

jangka pendrk.

(3) Belanja . . .
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(3] Belanja modal sebagaimans dimaksud pada ayat [1) huruf
b merupakan pengeluaran anggaran unfuk perolehan aset
tetap dan aset lalnnyas yang memberl manfeat lebih dari |
(satu) periode akuntansi,

4] Belanja tidak terdugn sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
hurufl ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperfuan
mendesiak vang tidak depat diprediks] sebelumnya.

I5) Belanja transfer sebagmimana dimaksod pada ayar (1)
huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerimtah Daerab lalnnya dan fatau dans
Pemerintah Daerah kepads pemerintah desa.

Panal 56

i1} Belanjn operasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayas (1) huruf & dirinci atas jends:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bungs;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial,

2] Belanjs modal ssbagaimana dimakeud dalam Pasal 55 ayat
(1) hurul b dinnc atas jenis belanja modal,

=M B D Fp

(3] Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalsm Pazal
55 ayat (1} huruf c dinnei atas jenis belanja tidak terduga.

[4) Belanja
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(4} Belanpa transfer scbagaimans dimaksud dalam Pasal 55
avat (1) hurufl d dirinci atas jenis:

&. belanja bagi hasil; dan
b, belanja baniuan keuangan.

Pasal 37

(1] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huraf a digunakan untuk mengangewrkan
kompensasi yang diteinpkan sesuad dengan ketentuan
peraturnn perundang-undangan.

(2) Kompensasi schagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan kepada Kepala Daerahwakil Kepals Daerah,
pimpinan/anggeta DPRD, dan Pegawal ASN,

{31 Belanja Pegawai ASN sehagaimana dimakeud pada ayat (1)
disngearkean pada belanja SKPD bersangkutnn scausd
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 58

(1] Permerintah  Daerah  dapat memberikan  tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kcmampuan Keuangan Daerah  dan  memperolch
peractujusan DPRD sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Tambahan penghasilan sebagamians dimaksud pada ayat
[1} diberikun berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kesjn, dan ) atau pertimbangan objeltil lamny

{3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
deerah sebagaimana dimaksud pada avat (2] ditetapken

dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah

[4) Dalam . . .
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(%} Dalam hal belum adanys Peraturan Pemerintah
schagaimana dimaksud pada ayal (3], Eepala Dacrab
dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Prgawai
ASN sectelah mendapat persetujuan Menteri,

(5] Persetujuan Menteri schagaimana dimaksud pads ayat ()
ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri
yang menyelengparakean urvsan pemerintahan df bidang
kcusngan,

5} Dalam hal Kepalm Daerah mencispkan  pemberian
tambahan penghasilan bagl Pegawal ASN tidak sesual
dengan ketentuan sebagnimana dimaksud pada ayat (4)
dan (5, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuargan melakukan psnundaan
danfatay pemotongan Dana Transfer Umum stas usulan
Menterd,

Pasal 59
i1} Belanja barang dan jesa sebapaimans dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huref b digunakan untuk

menganggarkan  pengadaan  bareng/jasa  veng nilal
manfastnya kureng dari 12 jdua belas) bulan, lermasuk
barang/jess yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat /pihak ketiga.

(2} Pengadaan barang/jasa schagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka melakianakan Program dan Kegiatan
Pemerintahan Dasral.

Pasal G0

Belanja bunga schagalmana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf ¢ digunakan uniuk menganggarkan pembayaran bungs
Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan
peTjanjian pinjaman.

Pasal 61 . ..
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(1) Belanja subaidi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayal (1) huruf d digunaksn agar harga jual produlsi stau
jmsa yang dihasilkan cleh badan usaha milik negara,
BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan schinggn dapat
terjanghkau oleh masvarakar,

{2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sebagaimans dimaksud pada avat (1)
merupakan badan yang menghasilkan produl atou jasa
Pelayanan Desar masyarakat,

i7] Badan usahs milik negara, BUMD, badan usaha milik
swasta, danfatau  badan hukum lain  sebagalmana
dimaksud pada syat (2) yang akan diberikan subsidi
teriebih dshubu dilakukan audit keuangan oleh kantor
akuntan publik sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan

%) Hasll audit sehbagaimana dimaksud pada avat (3
merupakan bahan pertimbangan untuk  memberikan
subisidi,

(5| Dalam ranghks pertanggungmwaban pelaksanaan APRD,
penerima subsidi sehagaimana dimaksud pads ayat (1)
wajibh  menyampailkan  laporan  pertanggungiewaban
prnggunann dans subsidi kepada Kepala Daerah,

16} Ketenfusn lebih lanjul mengenit taln cara pemberlan dan
perianggunggowaban subsidi disiur dalam Perkads sesumd
dengan ketenmuan peraturan perundang-undangan.
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Pagal 62

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
{1} huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerab lainnya, badan ussha milik negura,
BUMD, dan/atau badan dan lembags, serta organisasi
kemasyarmkatan yang berbadan hukum Indonesia, vang
sccara spesifik telah ditetapkan peruntuksnnys, bersifst
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secarm terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program
dan Kegiatan Pemenntah Daersh sesual kepentingan
Daecrah  dalam mendukung terselenggaranya  fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarokatan

dengan  memperhatikan asas  keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah sebagsimana dimaksud pada ayar (1)
dianggarkan dalam APAD sesuai dengan kemampuan
Ecuangan Daerah setelah mempriortsskan pemenuhan
belanja Urusan Pemenintahan Wajih dan  Urusan
Pemerintshan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesusi

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 63

Belanja bantusn sosin]l sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/stau masyaraksi vang
pifatnyn tidak secara terus menerus dan seclcktif yang
bertujuan untuk melindungi dard kemungkinan terjadinys
resiko  sosial, kecual dalam keadaman tertentu dapat
berkelanjuian.

i2) Keadsan . ..
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(2) Keadsan tfertentu dapat berkelanjutan schagaimana
dimaksud pada ayat (1] diartikan bahwe bantuan sosial
dapat diberikan sstiap tahun anggiran sampal penerima
bantuan telah lepas dar resiko sosial.

i3) Belanja bantuan sosial sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan dalam APBD sesusi dengan kemampuan
KEeuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemenntahan Wajib dan  Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan Iain  sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paral 64

(1] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
() digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam ranghs pengadssn aset tetap dan aset
lainnya.

(2] Pengndaan asct tetap schagnimana dimaksud pads ayst (1)
memenuhi kriteria:

a. mempunyal masa manfast lebih dar 12 (dua belas)
bulan;

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintaban Daerah; dan

¢ batas minimal kapitalisasi aset.

[3] Batas minimal kapitalisasi aset sebagiimans dimaksud
pada ayat (2} huruf o diatur dalam Perkada

(4 Aset tetap sebagmimana dimaksud pada ayat [2)
disnggarian dalam belanjs modal sebesar hargs bell atau
bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan  aset  sampal  asel  siap
digunakan,

Pasal 65 . . .
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Pasal 65

Belanja modal scbagnimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)
melipanti:

belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipaksl dalam
kegintan operasional Pemerintal Dacrah dan dalam kondisi

siap dipakal;

. belanjn  peralatan dam mesin, digunakan untuk

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat clektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifiken dan masa
manfaatnys lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakad;

belanja bangunan dan  gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam keglatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siep dipakai;

. belamja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Dacrah serta dimilik] dan/atou dikuassi sleb Pemerintah
Dmerah dan dalam kondisi siap dipakai;

belunjn  aset tetap lainnye, digunakan  untuk
menganggarkan aset tetap lainnysa mencakup sset fetap
yang tidak dapa! dikelompokkan ke dalam kelompok aset
teiap sebagalmana dimaksud pada huruf 8 sampai dengan
huruf d, yang diperoleh dan dimanfsatkan untuk kegiatan
operasional Pemeriniah Deerah dan dalam kondisi siap
dipakai; dan

belanja asct lainnya, digunakan untuk menganpggarksn
aset tetap yang tidak digunokan untuk keperiuan
operasional Pemerintah Daerabi, tdak memenubi definksi
asel tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilal tercatatnya,

Pasal 66 . ..



*

FEELIDEN
REFUBLIR INDOHESIA

« 8] -
Pasal &6

Belanja bag hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 aymt
(4] huruf a dianggarkan dalam APED sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[

(L]

Pasal 67

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalsm

Pasal 56 ayat (4] buruf b diberfkan kepada Dacrah lain

dalsm rangka kerja sama daereh, pemeratasn peninghatan

kemampuan keuangan, dan/atau tajuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapar dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah

setelah  memprioritasiean  pemenuhan  belanjs Urusan

Pemenntahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

seria alokasi belanja vang diwajibkan oleh perstursn

perundang-undangan, kecuall ditentukan lsin  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdini atas:

8. bantuan keuangan antar-Deerah provinsi;

b, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten | kota;

¢, bantusn Keuangen Daersh provinsl ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/stau Daerah
kabupaten /kota di lusr wilsyahnya;

d. bantuan Keuangan Dacrah kabupaten /kota ke Dacrah
provinsinys dan/atau  Doeerah  provinsi  laknmys;
diun (st

e bantuan  Keuangan  Daerah  provine  atau
kabupaten /kota kepada desa.

(4] Bantuan keuvangan schagaimans dimaksud pada syat [(3)

hersifat wmum atiu khisis,
[5) Peruntultan . . .
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(5] Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang
bersifat umum scbagaimana dimaksud pada ayat [4)
diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.

(6] Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
schagaimana dimaksud pada myn: [ ditetapkan olsh
Pemerintah Daerah pember! bantusn dan pengelolaannya
diserahkan kepads penerima bantuan,

{7) Pemberi bantuan keuangsn bersifat khusus schagaimana
dimaksud pada ayat (6] dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan,

Pasal 6B

(1} Belanjo tidak terdugs schagrimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat [3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
AFBD untuk keadsan darurat termasok  keperluan
mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Dacrah tahun-tahun sebelummnya.

{21 Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] tidak menculoupd, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan
Kegatan lainnye serin pongehuaran Pembioyaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan /&atau

b. memanfaatiean kas yang tersedia.

{3) Peryadwalan ulsng capaian Program dan  Kegiatan
schagaimana dimaksud pads ayat (2] huruf &
difermulazikan teriebih dahule dalam Perabahan DPA
BKPD,
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Pasal 69

(1) Keadann darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68
ayal (1] meliputh:

i bepdana alam, bencana non-alam, benoana soaial
danjatau kejpdian luar biass;

b. pelaksanann operssi pencarisn  dan  pertolongan;
dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu
kegintan pelayanan publik.

{2} Keperfuan mendesak sebagaimana dimaksud dulam pasal

68 ayat (1] meliputi:

i, kebutiuhan deerah dalam rangka Pelayanan Dassr
masyaraksl yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Dmerah yang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar lkendall
Pemerintah Daerah dan fidak dapai diprediksikan
sebelumnya, seria amanat peraturan  perardang.
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Dacrah lainnye yang apabils ditunda akan
menimbulkan kerugan vang lebih  besar  bag
Pemerintah Daerab dan/atau masyaralkat

(3 Kriteria keadsan darurat dan  keperluan  mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayst (1) den avat (3
ditetapikean dalam Perda tentang APBD tabun berkenaan

(4] Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belam
tersedia anggarannya, diformulasikan teriebih  dabulu
dalam REA SKPD, kecuali untuk kebutubsn tanggap
darurat beneana, konflie sogial, danfatay kejadian luar
binsa,

(%) Belamja. . . .
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{5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadion luar biasa schagaimans
dimaksud pada syat (4 digunakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

iG) Pengeluaran untuk mendanal keperfuan mendesak yang
belum lersedia anggarsnnya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubakan DPA SKPD.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Urmum

Pasal 70

(1] Pembisyaan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 avat |1} huruf © terdin atas:

& pensrimaan Pembiayaan; dan
b, pengeluaran Pembiayaan,

{2 Pembiysan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinct menunat Urusen Pemerintahan dacrah, organisasd,
jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

(¥ Penerimaan Pembisyaan dacrah sebagaimana dimaksud
padns ayat (1) huruf a bersumber dari;
£ SiLPA;

b, pencairan Dana Cadangan;

€. hasil penjualan kekayaan doerah yang dipisahlkan;

d. penerimaan Pinjaman Daerah;

e penerimaan kembali Pemberlan Pinjaman Daerah;
dan fatau

f penerimaan  Pembiaynan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{4} Pengeluaran . .
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(4] Pengeluaran Pembiayaan sebagmimana dimalsud pada
ayat |1) hurul b dapat dipunakan untuk Pemblavaan:
8. pembayaran cicllan pokok Utang yang jatuh tempa;
penyertann modal dasrah;
pembentukan Dann Cadangan;
Pembenan Pinjaman Dacrab; dan/atau
pengeluaran  Pemblayaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembiayaan neto  merupakan selisih  penerimaan
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
i6] Pembiayaan neto schagaimana dimaksud pada mymt (5)
digunakan uniuk menutup defisit anggaran.

n B oo

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 71
SILPA schagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) hurf a
bersumber dari:
#, pelampauan penerimaan PAD;
b, pelampsusn penerimaan pendapatan trunsfer;
c. pelampauan penenmaan lain-lain  Pendapatan Daerah
yong sah,
d, pelampauan penerimaan Pembinyann;
e, penghematan belanja;
kewajiban kepada pihak ketign sampal dengan akhir tahun
belum terselesalkan; dan/atau

g sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja
dan sisa dana pengelusran Pembinynan

Pasal 72 .
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Pasal 72

(1] Pencairan Doana Cadangsn sebagamans dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (3} buraf b digunakan untuk
menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening
Danan Cadanpan ke Rekening Ksas Umuym Deerah dalam
tahun anggaran berkenaan,

(2} Jumlah Dana Cadangan sebagnimana dimaksud pada ayat
1] sesumi dengan jumlsh yang telah ditetapkan dengan
Perda  temtang  pembentukan  Dana  Cadangan
bersanghutan.

(3} Pencairen Dana Cadangan dalem 1 (sstu) tahun anggaran
menjadi  penerimaan  Pembiavaan AFBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

4] Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1} belum digunalean sesual dengan peruntukannya,
darfs tersebut dapat ditempathan dalam poriofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

{5 Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungi@waban APBD

{6 Pengipunaan atas Dana Cadangan yang dicalrkan dan
rekening Dana Cadangan k= Bekening Kas Umum Daerah
sebagaimans dimaksud pada ayut [1] dianggarkan dalam
SKEFD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecush
ditentukan lain sesuai dengan letentuan  peraturan
perundang-undangsan.

Pasal 73

i1} Hasil penjuslan kekayman dacrah yang dipisahkan
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 70 myat (3] hurul €
dilakukan scsuai dengan kelemiuan peraturan perundang-

undangan.
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(2] Pencrimaan atas  hasil penjualan  kekayaan dacrah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan
bukti penerimasn yang sah

Pasal 74
(1) Penerimasn Pinjaman Deerah sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (3] huruf @ didasarkan pada jumlah

pinjaman yang aksn diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam

(2} Peocrimasn Pinjaman Daerah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a8 Pemernntabh Pusat;
b. Pemerintah Daernh lain;
¢, lembagn keuangan bank:
d. lembaga keuangan buksn bank; dan fatau
e, masyarakat.

i3 Penermmasn Pinjaman Daersh  schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undungan.

Pasal 75
Penerimaan  kembali  Pemberian  Pinjaman  Daerah
sebagaimana dimaksud dalaem Pasal 70 ayat [3) hurul e
digunakan untuk menganggatkan penerimean  kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman
fefual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 76 . . .
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Pasal 76
Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud
dalarmm Pasal 70 ayat (3] hural [ digunskan untuk

menganggarkan penerimsan  Pembiavaan  lainnya  sesusd
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parmgraf 3
Pengrluaran Pembiaymnn

Pasal 77

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagalmana dimaksud
dalam Pesal 70 ayvat [4) horaf a digunskan untuk
mengangparkan pembayaran pelok Utang vang didesarkan
pada jumlab yang herus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjnman dan peleksansannya merupakan prioritas utama
dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang hams
dizsclesaikan dalam tabun anggaran berkensan berdasarkan
projanjian pinjaman,

Pazal TH

{1) Daerah dapat melakukan penyerisan modal schagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 syt &) huref b pada BUMD
danfatay badan usahs milik negars,

(2} Penyertaan modal Pemerintah Daerah  sebagairmana
dimalosad pada ayat (1) dapat dilaksanakan spabila
jumlah vang akan discriakan dalom tahun anggarsn
berkensan telah ditctapkan dalam Perda mengenal
penyertaan modal dacrah bersanghutan.

i3 Pends .
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(3} Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
schelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD atas rancangan Perda tentang APBD,

(4] Penyerisan modal sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  persturan
perundang-undangan.

Pasal ™9

{1} Pemenuhan penyertaan modal pada tohun setelumnya
tidak diterbitkan Perda tersendini sepanjang jumlah
anggaran pervertaan modal tersebut tidak melebihd jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengsn Perda
mengenal penyeriaan madal bersangkutan.

(2] Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yvang
telah  ditetapkan dengan Perds mengenal penyeriman
modal, Pemerintah Deerah melakukan perubahan Perda
mengenai penyertasn modal yang bersanghutan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal B0

(1] Dona Cadangan sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 70
ayat [4) huruf ¢, penggunasnnys diprioritaskan untuk
mendanal kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalsm 1 (saru) tabus
AngEAran.

(2] Dana Cadangan scbagaimann dimaksud pada ayvat (1)
dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainoya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undsngan.

() Dana .
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(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
bersumber darl penyisihan stas Penerimaan Dacrah
kecuali dari:
a. DAK;
b, Pinjaman Daerah; dan
¢ penerimaan lain yang penggunasnnya dibatasi untuk
pengeluaran fertentu berdasirkan ketentuan peratiran
perundang-undsngan.
(4 Dana Cadangan schagaimana dimaksud pada ayat i)
ditempatkan dalam rekening tersendini dalam Rekening
Eag Umum Dasrah.

[5) Pembentukan Dana Cadangan schagaimana dimaksud
peda  ayat (1] ditctapkan dalam Perda  tentang
pembentukan Dana Cadangsn.

(&) Perda sebagaimana dimaksud pada avat (3] ditetapksn
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD atas rancangan Perds tentang APBD.

Pasal 81
(1] Pemberian Pnjaman Daermh  schagalmana  dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4] huruf 4 digenaksn untuk

menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, BUMD, badsn ussha milik negora, koperasi,
dan/atau masyarakat,

[Z) Pemberinn Pinjaman Daerah  dilakaanokan  setelah
mendapal persetujuan DPRED,

(¥ Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bagian yvang disepakat dalam KUA dan PPAS,

[4) Ketentuan . . .
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[4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman
Daerah schagabmeans dimaksud pada avat (1) sampal
dengan &yat (3) diatur dalom Periada sesusd dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pengeluaran Pembiayvaan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4 buru! e digunakan untuk
menganggarkan penpgelusran  Pembiavaan lsinnya  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Puragraf 1

Umam

Pasal B3

(1) Sclisth amtara anggaran Pendapetan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah  mengakibeikan teriadinys
surplus atau defieit APRD,

(2] Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan uniuk pengeluaran Pembiavean Deacrah vang
ditetapkan dalam Perda  tentang  APED  yang
pelaksansannya sesual dengan  ketentuan  peraturan
penindang-undangan.

(3 Dalam hal APAD diperkirnkan defisit, APBD dapat didanai
dari penerimaan Pembiayaan Dacrah vang ditetapkan
dalam Perda tentang APBD yvang peloksanasnnys sesiuad
dengan keteniuan peraturan porundang-undangan.

Paragraf 2 = .
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Parngraf 2
Surplus

Paszal B4
Penggunaan surplus AFED diutamakan wnbuk:
n. pembayaran cicilan polook Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Dacrah;
¢, pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerab; dan/atau
2

. pengeluaran Pembiaysan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangmn.,

Pasal 85
Pemerictah Docrah wajib melaporkan posisi surplus APBD
kepnda Menteri dan menteri yang menvelenggarakan urisan
pemerintahan df bldang keuangan setinp semester dalam
tahun anggasan berkenaan,

Parsgraf 3
Definit

Fasal 26

(1] Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang keuangan menctapkan batas maksimal jumlah
kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD
masing-masing Deersh wvang diblayal dar Plnjaman
Daerah setiap tahun anggaran.

2} Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD
dan batas maksimal defisit APBD masing-masing dacrah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling lembat bulan
Agustus untuk tahun anggaran beroutnya.

(3} Pemerintah . . .
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(3] Pemerintah Deerah wajib melaporkan posisi defisit APED
schagnimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 4
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran
berkenaan

{4} Pemerintah  Daernh yang melanggar  ketentuan

sebagaimana dimaksud pads ayat (3] depat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer U,

Pasal &7

(1) Menteri melskuksn pengendalian defisit APBD provinsi
berdasarkan batas maksimal jumlah bumulaif defiait
APBD dan batas maksimal definit APBD masing-masing
Daersh yang dibisyal Pinjaman Dscrah yvang ditetapkan
aleh menteri yang  menyelenggarakan Urusan
pemerintahan di bidang keuangan,

(2] Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalion defisit APED kabupaten/kota berdasarkan
batas maksimal jumiah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang
dibsayai Pinpaman Dacrah yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan

(¥ Pengendalian schagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan
ayal (2) dilakukan pads ssat evaluasi terhadap rancangan
Perda tentang APBD.

Pasal 88

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayvat
(1} harus dapat ditutup dari Pembiaysan neto.

i2) Pembiaysan . . .
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(2] Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
merupakan selisih antara penerimasn Pembiayaan dengan
pengelioiran Pembinyman.

BaB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesamu
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanjn
Dacrah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 89

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan
FPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD.

(2} Pedoman penyusunan APBD schagaimana dimaksud pada
gyal [1] ditetapkan oleh Menterd setelah berkoordinssd
dengan menteri  yang —menyelenggarakan | urusan
pemerintahan di  bidang perencanaan  pembangunan
nasional dan menterl yang menyelengmrakan unisan
pemerintahan di bidang keuangan.

(3] Hancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memmuatl;

knndisl ekonomi makro daemah;

azumsi penyusunan APBD;

kebijakan Pendapatan Dasrah;

kebijakan Belanja Dacrak;

kebijakan Pembiayean Deerah; dan

strategl pencapaad.

meAD R

(4] Bancangsr . .
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[4) Rancangan PPAS scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan:

6. menentuban skala prioritas pembangunan daerah;

b, menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk
masing-masing wrusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional vang tercantum dalam
rencana kerya Pemenintah Pusat setisp tahun; dan

€. menyusun capaiss Kinerps, Sasaran, dan plafon
anggaran scmentera untuk masing-masing Program
dan Kegiatan.

Pagal 90

(1) Kepala Daerak menyampeikan rancangan KUA dan
rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
pada aval (1} kepads DFED paling lambat minggu kedus
bulan Juli uniuk dibahas dan discpakati bersama antars
Repala Duerah dan DPFRD,

(2] Kescpakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan
FPAS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Dacrah dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedws bulan Agustus,

{3 KUA dan PPAS yang telah discpakay Kepals Daerah
bersama DPRD scbagaimans dimaksud pada ayat (2)
menfadi pedoman bagi perangkat daersh dalam menyusun
REA SKPD.

{#] Tata cara pembshasan rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagnimana dimalsud pada ayar (1) dan ayat (2)
dilakuban sesuai dengan kctentusn poraturan perundang-
urdangan,

Pasal 91 . ..
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Dalam hal Kepala Dacrah dan DPRD tidak menyepakati
bersama rancangan KUA dan rancangan FPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal %0 ayst (1), paling lama 6 [enam)
minggu sejak  mncangin KUA dan mncangan  PPAS
disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Eepala Daerah dengan DPRD sesuni dengan  ketentuan
persfuran perundang-undangan.

Pasal 92

(1] Kegiatan scbagaimana dimsksud dalam Pasal 89 aval (4)
hruf b dapat dianggarkan:
i untuk 1 [safu) tehen anggaran; atay
b. lebih dar | isatu) tehun anggaran dalam bentulk
Kegiatan Tohun Jamak.

{2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pads ayat

(1) huruf b harus memenuhl kriteris paling sedilkdt:

n. pekerjann konstruksi ains pelaksansan Kegintan yang
sccara icknis merupakan satu  kesaluan untuk
menghasilian 1 (satu) Keluaran yang memerlukan
waktu penyelesaian lebih dar 12 jdus belas) bulan;
atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut
sifatmya harus fetap berlangsung pada pergantian
tmhun anggaran,

i3] Penganggoron Kegiatan Tahun Jamak scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Kepala Dasrah dan DPRD,

(4 Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada avat (3)

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA
dan PPAS.

{5 Persetujuan . . .



*

PRESIDEN
BESUBLIK IMOGHE §LL

« &7 -

(5] Persetujuan bersama sehagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedilit memiat:

a. namna Kegiatan:

b, jangks wakiu pelaksanaan Kegiatan,
€ jumlah onggaran; dan

d, alokasi enggaran per tahun,

18 Jangka wakiu penganggaran pelaksannan Kegiatan Tahun
Jamak sebagaimana dimaksud pads ayat (1} huraf b tidak
metampaui akhir iabun masa jabatan Kepala Dacrah
berakhir, kecusli Kegiatan Tahun Jamek dimaksud
merupakon prioritas nesional dan/atau  kepentingan
Btratcgis nasional sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedus
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Herja
Perangkat Dasrah

Prasal 93

(1) Kepala SKPD menyusun REA SKEPD berdasarkan KUA dan
FPAS sebagaimans dimaksud dalam Pesal 90 ayat (2} dan

ayat [3)
(2} REA SKPD sebagaimans dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan pendekatan:
a. Kerangka Pengeluaran Jangks Menengah Doerah;
b. penganggaren terpaduo; dan
£ penganggaran berdasarkan Kinerja,

(3 RKA SKPD schagaimens dimaksud pada ayst (1)
disampaikan kepada PPED sebagai bahan penyusunan
rancangan Perda tentang APBD sesual dengan jadwal dan
tahapan yang diatur dalam Peraturan Menterd tentang

pedoman penyusunan AFBD yangs ditetapian setiap tahun.

Pasal 94 . .,
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Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengelunran
akibat keadaan darurat termasuk belanjs untuk keperfuan
mendesak, kepala SKPD dapat menyusun REA SKPD difuar
KUA dan PPAS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 90 aymt
12) dan ayat (3).

(L]

3

14

Pasal 95

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Deerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat [2)
huruf a dilaksanakan dengan mernyusun prakiraan maji.
Prakiraan maju sebagaimans dimaksud pada ayat |[1)
berini perkirman kebutuhan anggaran untuk Program dan
Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tabun anggaran yang direncanalkan.
Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pesal 93 syal (2) huruf b dilakukan dengan
memadukan  seluruh  proses  perencansan  dan
penganggaran di Engkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana kerja dan anggaran.
Pendekatan PETEAT EERFAR berdasarkan Kinerja
scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2] huruf ¢
dilakukan dengan memperhatioan:
a. keterkaitan antara pendanasn dengan Keluaran yang

diharapkan dan Kegiatan;
b. Hasil dan manfaat yang diheraplkan: dan
e, efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
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Pasal %6

(1] Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 avat (2)
dan terciptanyn kesmambungan REA SKFD, kepals SKPD
mengevalunsi hasil pelaksanaan Program dan Keglatan 2
[dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semegier
pertmma talun anggaran berjalan.

(2] Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk menilal Program dan Kegiatan vang belum dapat
dilaksanaksn atau belum disclesaikan whun sebelumnya

untuk dilaksanakan atau diselesaikan pads tshun yang
direncanakan atsy [ jsatu) tahun benkutnya dan tahun
yang direncanalean,

(3] Dalam hal Program dan Kegisten merupakon tabun
terakhir untuk pencapatan prestasi kerja yang ditetaplan,
kebutuhan dananyas harus dianggarican pada tahun yang
direncanakan,

Pasal 97

i1} Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan
penganggaran  berdasarkan  Kinerja  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat {2) huruf ¢ berpedoman
packa:

a. indiketor Kinerja:

b. tolok ukur dan Sesaran Kinerja sesunl analisis standar
belanja;

. standar hargn satuan;

d. rencans kebutuhan BMD; dan

e. Swandar Pelayanan Minimal.

{2) Indikator Kinerja sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
huruf & merupskan ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan
meliputi masukan, Kelusran, dan Hasil

(31 Talok .
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(3} Tolok ukur Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat 1)
hurafl b merupakan ukurman prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan
faktor kualites, kusntiss, efisiensl, dan  efektivitas
pelakssnasn dard setiap Program dan Kegiatan.

(4] Sesaran Kinerja scbagaimana dimaksod pada ayat (1)
huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dard suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dar suatu
Kegiatan yang akan atau telah dicapal sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur,

(5 Analisis standar belanjs sehagnimana dimaksud pada ayat
(1] huruf b merupakan penilaian kewnjaran aias beban
kerje dan bisya yang dipunaksn untuk melaksanaksn
suatu Kegintan.

(6] Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf ¢ merupakan hargs satuan barang dan jasa yang
diteiapkan dengan keputusan Kepala Daersh dengan
mempertimbangkan  standar harga sabusn  regional
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4.

(7] Standar Pelaymnan Minimal sebagaimans dimaksud pada
ayat [1) huruf @ merupakan tolok ukur Kinerja dalam
meneniukan capaian jenis don mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yvang berhak
diperolch setiap warga negara secara minimal.

Pasal 98

(1] REA BKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
memuat rencana pendapatan, belanjs, dan Pembisysan
untuk tmhun yang direncanakan seria prakiraan maju
untuk tahun berikutnys,

(2] Rencana  pendapatan, belanja, dan  Pembiayaan
schagaimana dimaksud pada ayvat (1) diringd sampal
dengan rincian obyek.

3 REA .. .
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(3} RKA SKPD scbagaimana dimaksud pads ayat (1) juga
memunt informasi mengenal Urusan Pemerintahan
dacral, organisasi, stander hargs satuan, dan Kinerja
yang akan dicapal dari Program dan Kegiatan

Pasal 04

[l Rencans pendapatan schagaimana dimaksud dalam Pusal
98 ayat (1) memust Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek
Pendapatan Decrah

[2) Rencana pendapatan sebagaimana dimoksud pads ayat [1)
diterima oleh SKPD sesual dengan tuges dan fungsinya
serin  ditetaphkan sesunl dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3 Rencana belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1} dirinci atas Urusen Pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Hegiatan, kelompok belanja yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan
rincian obyek belanja.

(4] Rencana Pembisyasn sebagalmana dimaksud dalam Pasal
98 ayat (1) memuat kelompok:

A penerimaan Pembiayaan yvang dapat digunakan untuk
menutup deflslt APBD; dan

b. pengeluaran Pembisyaan yang dapat digunakan untuk
memaniaatkan surpius APBD,

yang masing-masing diurailean menurut jenis, obyvek, dan

rincian obyek Pembiayaan.

(5 Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat [3) memust Urusan Pemerintaban
dacrah yang dikelola sesual dengan tugas dan fungsi
SKPD.,

#6) Organisasi . |
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6] Organisssi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [3)
memiat numa SKPD selaku PA

(7} Kinerja yang hendak dicapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (3] terdiri dari indikator Kinerja, tolok
ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja,

i#) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3
memua! nama Program yang akan dilaksanakan SKPD
dalnm tahun anggarmn berkenaan.

@) Keglatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3]
memuat nama Hegialan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cars penyusunan REA
SKPD distur dalam Perda mengenal Pengelolaan Keuangan
Duerah yang ditetapican sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baglan Ketiga

Penylapan Rancangan Peraturan Dacrah Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Pasal 101

(1) RKA SKPD wyang telah disusun oleh kepala SKPD
scbagaimans dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
disampaiken kepada TAPD melalui PPED  untuk
diverifikasi.

{2) Verifiknsi sebagaimana dimaksud pada ayat [!) dilakukan
oleh TAPD untuk menelaah kesesuminn antars REA SKPD
dengan:

a. KUA dan PPAS;

b. Prakirman maju yang telah disctujd 1ahun anggaran
sebelumnya;

e, dokumen .
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dolumen perencanaan lainnys;

capaian Kinerje,

analists standar belanja,

standar harga satizan;

perencanaan kebutchan BMD;

Standar Pelayanan Minimal;

proyeksd perkimman maju untuk  tahun  enggaran
bertkutnya; dan

Program dan Kegiatan antar RKA SKPT.

(3] Dalam hal hasil werifikasi TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapal ketidaksesuaian, kepala SKPD
melakukan peryempurnaan,

Pasal 102

(1) PPED menyusun rancangan Perda tentang AFBD dan
dokumen penduliung berdasarkan RKA SKPD vang elah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

12} Rancangan Perds tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayot {1) memuat lampiran paling sodikit terdiri atas:

.

b

ringkasan AFBD vang diklasifikasi menurut kelompaok
dan jenis pendapaian, belanja, dan Pembiayasn;
ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
dacrah dan organisasi;

rincian APBD merurut Urusan Pemerintahan dacrah,
organisasi, Program, Hegintan, kelompok, jenis
pendapatan, belanjs, dan Pemnbiayaan;

rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemenntahan dacrah, organisasi. Program, dan
Kegiatan:

rekapitulasi Belangs Dacrah unbuk keselarssan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan dacrah dan fungsi
dalum kerangks peageloloan keuangan negara;

I daftar. ..



*

PRESIDEN
REFUELIE INOOHLS 4

= T4 -

-

dafiar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Phutang Daerah;

dafiar penvertaan modal daerah dan investasi daerah

lminmya;

t. daftar perkirnsn penambshen dan pengurangan sseot
tetap dierahy;

j. daftar perkirosn penambahan dan pengurangan aset
lain-lain,

k. daftar Keglatan tahun anggaren sebelumnys yang
belum diselessikan dan danggarkan kembali dabam
tahun anggaran yang direncanakan;

L dafar Dans Cadangan; dan

m. daftar Pinjaman Dacrah

(¥ Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) terdiri atas nota kruangan dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APED.

(4 Rancangan Perkada tenteng penjabaran APBD
schagaimana dimaksud pada ayat [3) memust lampiran
paling sedikit terdiri atas:

A, nngkasan perjabaran APBD yang diklas#fikasi menurut
kelompok, jenis, obyek, dan rinclan sbyek Pendapatan,
Belanja, dan Permbiayaan:

b, penjabaran APHD menurat Unossn Pemeriniahan
daerah, organisasi, Program, Heglatan, kelompok, jenls,
obyek, rinclan obyek pendapatan, belanps,  dan
Pesnbinyaan;

c. daftar nama penerima, alamat pencrima, dan besaran
hibak: dan

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan soslal.

= .

Pasal 103

Rancengan Perda tentang APHD yang telah disusun aleh PPED
disampaikan kepada Kepala Daerah,

BABY ..
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BAB YV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Baglan Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Paszal 104

{1} Kepala Dacrah wajib mengajuksn rancangan Perda tentang
APBD disertal penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD paling lambat 60 [enam pubuh) hari sebeharn
1 fsatu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujuan bersama antars Kepala Dasrah dan DPRD.

2] Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda
tentang APBD schegaimana dimaksud pada ayat (1)
dikennl sanksi administratif sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

L) Pembshasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan
oleh Kepala Doerah dan DPRD setelah Kepala Daesrah
menyampaikan rancangan Perds tentang APBD beseria
penjelasan dan  dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] berpedoman pada RKPD, KUA, dan
PPAS.
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Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Dacrah tentang

[

@

3

L]

{1

Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah

Pasal 106

Kepala Duerah dan DPRD wajib menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum dimulainga tabun anggaran setiap tahun

Berdasarkan persetujuan bersama sebageimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan
Perkada tentang penjabaran APRD.

DPRD dan Kepala Dacrah yang tidak menyetujui bersama
rancangsn Perda tentang APBD dalam | (satu) bulan
sebelum  dimulainys  tahun anggaran setiap tahun
schagaimana dimaksud pada ayat (1] dikenai sanksi
asdministratif sesual deéngan ketentuan peraturan
penindang-undangan.

Dalam hal keteriambatan penctapan APBD karcna Kepala
Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang
AFBD kepada DPRD darl jadwal schagaimana dimaksud
dalsm Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud

pada ayar (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota
DPRD.

Pazal 107

Dalam hal Kepala Dacrah dan DPRD tdak mengarmbdl
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) had
sejak dissmpaikan rancangan Perda tentang APBD oleh
Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Dacrabh menyusun
rancangan Perkada tentang APBD paling tinggl sebesar
angia APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2] Rancangan . . .
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(2} Rancangan Perkada tentang APBD scbagaimana dimaksud
poda ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifnl wajib.

(3 Angka APBD tahun anggaran sebelumnys sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBED; dan/atau
b. keadann darurat termasuk keperfusn mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat [2) memust lampiran vang terdini atas:

i, ringkasan APRD;

b, nogkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;

c, rnpgkssan APRD menumil Urosan Pemerintehsan daerah
dan organisasi;

d. rincisn APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organizasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan:

e rekapitulasl dan lesesusinn belanja menurst Urasan
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

[ rekapitulasi Belanje Dacrah untuk keselarasan dan

keterpadusn Urusan Pemerintahan daerah dan  fungs

dalem kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftur jumlah pegawal per golongan dan per jabatan;

dafar Plutang Daerah;

i, duftar penyertaan modal dasrah dan investasi daerah
laimma;

J-  dafar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

T m

k. daftar .
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k. daftar perldrasn pénambahan dan pengurangan aset lain-
lain;

L dafter Kegiatan tahun anggaran stbelumnya yang belum
disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

m. daftar Dans Cadangan;

n. dafter Pnjaman Dasrak;

o, daftar nama penerima, slamat penerims, dan bessran
hibah; dan

p, dafiar nama penerima, alamst penerima, dan besaran
bantuan sosial

Pasal 109

(1] Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat [2) dapat ditetapkan menjadl Perkada setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Dacrah provins
dan dari pubernur sebagal wakll Pemerintah Pusat bagl
Daerah kabupaten /kota.

(2] Untuk memperalel pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rancangan Perkada tentang APBD beseria
lampirannys disampaikan paling lambat 15 [lima belas)
hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda
tentang APBD.

3 Apabila dalam batas waktu 30 ftiga puluh] hari Menteri
ntau gubernur sebagal wakil Pemeriniah Pusat tidak
mengraahkan rancangan Perkoda sebagnimana dimakaud
pada avat [I), Kepala Daerah menetapkan rancangsn
Perkada menjadi Perkada.

Passl 110, .,
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Pasal 110

{1} Dalam hal penctapan APBD mengalami keterlambatan,
Kepala Dacrah melaksanakan pengeluaran setiap bulan
paling tinggi scbesar seperduabelas jumlah pengeluaran
APBD tahun anggaran sebelumnye.

{2) Pengeluaran sctiap bulan schagaimana dimaksud pada
nyat |1j dibatasi hanya untuk mendanai keperhuan
mendesak sexuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah teniang Anggaran
Pendapatan din Belanpa Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah
tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Dnerah

Pasal 111

i} Rencangan Perda provinsi tenmtang APBD vang telah
disetujal bersama antsra Kepals Dacrah dan DPRD dan
rancangan  Perkada  ientang  penjabaram APBD
disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari

scjak tanggal persetujuan rencangan Perda  provinsi
tentang APBD untuk dicvaluasi scbhelum ditctapkan olch
gubernur,

2} Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada
tentang penjabarnn AFBD sebagnimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA. dan PPAS yang
dinepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

(3 Dalam melabukan evaluasi sebagnimana dimalensd pada
ayat {1}, Menteri berkoordinasi dengan menter yang
menyelenggarakan umusan  pemerintaban  df | bidang
keuangan.

{4} Evalussi . ..
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Evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

unfuk mengd)! kesesualan rancangan Perda provinsd

tentang APBD dan rancangan Perkada provinsl tentang

penjabaran APED dengan:

8. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggl;

b, kepentingan wemum,

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d, RPJMD,

Hasll evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat [(4)
ditelapkan dengan keputusan Menteri,

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada gubernur paling lambat 13 [lima
belas) har terhitung sejak rancangan Perda provins
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dimaksud
diterima,

Dakim hal Menteri, setelah berkoordinas! dengan menterd
yang menvelenggnrakan urusen pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evalussi rancangsn Perda
provingl fentang APBD dan rancangen Perkada tentang
penjabaran APBD schagaimana dimaksud pada ayat (5)
sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tingg, kepentingan umum, REPD, KUA, PPAS,
dan RPJMD, gubernur menstapkan rancangan Perda
provinei tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran AFBD menjadi Perkada sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

&) Dalam . . .
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i# Dalam hal Menten, setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi mncangan Perda
provinsl tentang AFBD dan rancangan Perkads tentang
penjabaran APBD sebagaimans dimaksod pada ayat (5)
tidak =esual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggl, kepentingan umum, RKPD,
KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD
melakuksn penvempurnasn paling lamas 7 (tujub) hard
terhitung sejak hnsdl evnluasi diterima,

% Dalam hal hasil evaluss] sebagnimann dimaksud pada syat
(8 tdak divndaklanjuti ofeh gubernur dan DPRD, dan
gubsmmur menctapkan rancangan Perda provinsl tentang
APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan
kepada menteri  yang | menyolenggarakan | urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melaoukan
penundaan danfatau pemotongan Dana Transfer Umuam
sesual dengan ketentuan perafuran perundang-undangan,

Pasal 112

{1} Rancangan Perda kabupaten/kota icniang APBD yang
telah disetujul bersame den rencangan Perkada tentang
penjabaran APRD disampaikan kepada gubernur sebagai
wakil Pemenintah Pusat paling lambat 3 (tigs) harl sejak
tanggal persetujuan mncangan Perda kabupaten/kota
tentang AFBD untuk dievaluasi scbelum ditetapkan oleh
bupati fwali kota,

[2) Rancangan Perds kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjebaran APBD schagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertad dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yang disepakati antara Kepala Dwerah dan DPRD.

{3} Dalam . . .
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i3) Dalam  melakukan  evaluasi  rancangan  Perda
kabupaten /kota tentang APBD scbagaimana dimalosud
pada ayat {1), gobernur sebagal wakil Pemerintah Pusat
berkonsultasi dengan Menterl dan selanjutnya Menteri
urusan pemerintaban di bidang keuangan.

(4 Evaluasi schagsimsna dimaksud pada avat (1) dilakukan
untuk  menguji  kesesuaian  mancangan  Perda
knbupatenfkota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APHD dengan:

g ketentuan persturan perundang-undangan yang lebih
tngg;
b, kepentingan umum;
c. REPD, KUA, dan PPAS: dan
d, RPJMD,

(3 Hasil evaluasi sebagaimans dimaksud pads ayat [4)
ditetapkan dengan keputusan gubernur,

15§ Keputusan pubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan oleh gubernur sebagsi wakil Pemerintah
belas) han  tcrhitung  sejak  rancangan  Perda
kabupaten/kola tentang APED dan rancangan Perkada
tentang penjabarmn APBD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterinsa.

(7] Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerntah Pusat
menyatakan hasil  cvaluasi TENCAnEAN Perda
kabupaten/kota tentang APFBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5] sesuni dengan ketentuan peraturan perundang
undangsn, kepentingan umum, EKPD, KUA, PPAS, dan
RPJMD, bupati/wali kota menectapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD mengadi
Peckadu sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(8) Dalam . . .
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i8) Dalam hal gubernur sebagei wakil Pemerintah Pusat
menyainkan — hasil  evaluasi rancangan Perda
kabupaten /kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD sebeagaimana dimaksud pada
mynt [5) ridak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,
PPAS, dan RPJIMD, bupatl/wali kota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 f{tujuhl hari
sejak hasil evaluasi diterima,

(9) Delam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8} tidnk ditindaklanjuti oleh bupsat/wali kots dan DPRD,
dan bupat|/wali kota menstapksn mancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, gubermnur mengusulkan kepada Menteri,
sclanjutnyas Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusen  pemerintahan  di  bidang
keruangan wuntuk melakukan penundasn  dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Dalam hal gubernur sebapnd wakil Pemerintal Pusat tidak
melaksanskan evaluasi sebageimana dimaksud dalam
Pasal 113, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi
sesunl dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,

{2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menieri berkoordinasi dengan
menter]l yang menyelenggarakan urusan pemeriniahan i
bidang keuangan.

Pasal 114 . ..
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Pasal 114
Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat! memampaikan
hasil evalusal rancangan Perda kabupaten /kots tentang APBD
dan Perkada tentang penisbaran APBED  sebsgaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5] kepada Mented dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 fliga)] hard sejak
ditetapkannyva keputusan gubemur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APRD.

Pagal 115
(I} Penyempumaan hasill evaluasi sebagaimana dimaksud
cdalam Pasal 111 ayat (B) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan

Kepala Dacrah melalul TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan snggaran.

(2] Hasil penyempurnaan schagaimana dimaksud pada syat
i1} ditetaphkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

{3 Keputusan pimpinan DPRD schagaimans dimaksud pada
ayvit (2] dijadikan dasar penctapan Perds tentang APBD,

4] Keputusan pimpman DPRD schagaimana dimaksad pada
ayat (1] dilaporkan pada sidang paripurna beriloutnya.

{5 Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
aval (1) disampaikan kepada Menten untok APBD provins
dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota paling
lambat 3 (tiga) hari setelah kepunusan tersebut ditetapkan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carm cvalumsi rancangan
Perda tentang APBD dan perkads tentang penjabaran APBD
sebagiimana dimalsud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 diatur
dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Keetmpat

Penetapan Peraturan Deerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan Peraturan Kepals Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah

it

Pasal |17

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetaphkan
oleh Kepals Daerah menjadi Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD,

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakuksn paling lambel tanggal 31
Desember tahun sebelamnya,

Kepala Dasrah menyampaikan Perda lentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APAD kepada Menteri bagi
Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusal bagi Dactah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujub)
hart setelah Perda dan Perkada ditetapkan

Dalam hal Kepals Daerah berhalangan, pejabat yang
berwenang menciapkan Perda tentang APBD dan Perleads
tentang penjabaran APBD,

Bagian Keli

Penyusunan dan Penctapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Bagl Dasrah yang Belum Memiliki

Dewan Perwskilan Rakyat Dasrah

Pasal 118

(1) Dalam hal Dacrah belum memiliki DPRD, Kepala Dasrah

menyusun rancangan  KUA dan rancangan  PPAS
berdasarkar RKPD  uptuk menjage kelangsungan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dacrah,
dan pelaynnan masymrakat,

(2] Rancangan . ..
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{2} Rancangan KUA dan rancangan PPAS scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pusal B9 ayai [3) dan ayat ().

{3 Rancangan KUA dan rancangan PPAS scbagaimana
dirmalsd pada avat (1) dikonsultssiken kepada Menteri
bagi Dacrah provinsi dan gubemur scbagai  wakil
Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten /kota,

i) Rancangan KUA dan mancangan FPPAS yang telah
dikonsultasikan scbagaimana dimaksud pada ayat 3}
dijadikean pedomap penyvusunan REA SKPD,

{5} Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai
dengan Pasal 105 berlaku secars muistis mutandis
terhadap pényiapan rancangan Perkada tentang APED,

(6] Rancangas Perkada temlang APBD sebagaimana dimalosud
pada syat (5) disampaiksn kepada Menteri bagl Daerah
provingi dan gubernur sebagsi wakil Pemerintah Pusat
bagi Dasrah kabupaten /kota paling lambat 30 ftiga puluh)
han terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
dikonsultasikan kepada Menteri bagi Dacrah provinsi dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bag Daerah
kabupaten fkota.

(7] Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimans dimaksud
pada ayat (5 ditetapkan menmdi Perkada oleh Kepala
Daerah setelah memperoleh pengesahan dar Menterl bagl
Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerntah
Pusat bagi Daerah kabupaten | kot

¥ Ketentuan mengenal pengesahan rmncangan Perkada
tentang APHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan
rancangan Perkada tentang APBD bagl Darrah yang bebhum
memiliki DPRD.

Bagian Keenam . , .
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Bagian Keenam

Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Bagl Daerah Perslapan

Pasal 119

Pendenasn penyclenggarsan pemerintahan  pada  Daerab
persiapan ditetapkan dalam APBD dacrah induk.

(1]

121

1

HAR VI
PELAKEANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Baglan Kesatu
AT

Pasal 1320

Semua Penerimaan den Penpgeluaran Deerah dianggarkan
dalam APHD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Daerah yang dikebola clch BUD,

Dalem hal Penerimaan dan  Pengeluaran Dacrah
sebaguimana dimaksud pada avat (1] sesumi dongan
ketenfuan  persburan perundang-undangan  tdak
dilabukan melahit Rekening Has Umum Decmb, BUD
medikukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengehuarnn Docrah termebut.

Pasal 1321

PA/KPA, Bendahara Penerimann /Bendaharm Pengeluaran,
dan orang atsu badasn yang mencrima atau menguassl

unng lekaynan daerah wajit menyelenggarakan
penatausahaan  sesual  dengsn  ketentuan  peraturan

perindang-undangan.

(2) Pejabat . . .
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[2) Pejabat yang menandatangani dan/fatau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukt vang menjadi
dagar penerimaats atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD. bertangpung jawab terhadap kebenaran material
dan alobat yang timbul dar penggunean surat bukt
dimaksud.

|3 Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebenaran stas penggunaan anggaran dan
Hasil yvang dicapai atas Beban APBD sesusi dengan
kewenangan pe@bat yang bersanghutan,

Pasal 122

Eepaln Dacrah dan pernngknt dacrah dilarang melakulkan
pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali
ditentukan lain sesuai  dengan ketenfuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal 123

Penerimasn perangkat daerah yvang merupakan Penerimaan
Doerah  tadak dapat diperganakan angaang untuk
pengeluaran, kecuall ditentukan Inin sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 124
1) Betiap pejabat  dilarang melakukan tindaken yang
berakibat pengeluaran atas Behan APBD apabila anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak culup rersedia.

[3) Setiap pengeiuaran sias Beban APBD didasarken atas DPA
dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPFD.

i3 Kepala. ..
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i3} Kepala Dacrah dan perangkat daerah dilarang melakukan
pengeluaran atos Beban APBD untuk tujuan lain darl yang
telah ditetapkan dalam APED.

Pasal 125
i1} Untuk pelaksanaan AFBD, Kepala Daerah menetapkan:

&, pecjabat yang diberl wewenang menandatangani POy

b. pejabat vang diber wewenang menandatangani SPM;

. pcjabal yang diberl wewenang mengesahkan surar
pertanggungjnwaban,

d. pejnbat yang diberi wewenang menandatangani P20,

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penpgelusrmn;

I Bendahsara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengelzaran pembantu; dan

g Pejabat lunnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2] Keputusan Kepaln Deerah tentang penetapan pejabat
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Baglan Kedua
Pelaksanaan dan Penateusahaan
Kas Umum Dasrah

Pasal 126

(1) Dalam rangks pengelolsan uang dasrah, PPED selaku BUD
membuka Rekoning Kas Umum Dasrah pade bank umipm
yang sehat
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{2} Bank wumum sebagaimans dimaksud pada ayat [§)
ditetapkan oleh Kepala Dacrah sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(3} Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dimuat dalam perjanjlan antara BUD dengan bank
umum yang bersangkutan.

Pasal 127

(1} Dalam pelaksanasn operasional Penerimsan Dacrah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening
pencrimann dan rekening penpeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4} Rekeming penerimaan sebagaimana dimakeod pads ayat
{1} digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah
setiap harl.

i3] Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pads syat
(1) dioperasikan schagai rekening bersaldo nihil vang
scluruh penerimaannys dipindahbukukan ke Rekening
Kas Urnum Dacrab sckurang-kurangnya sckali sehar pada
akhir hari.

(9) Dalam hal kewsjiban pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) secara teknie belum dapat
dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan
secara berkala yang ditetapkan dalam Perkada.

[5 Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dioperasikan schagsi rekening yang menampung pagua
dana untuk membisyal Kegiatan Pemerintah Dacrah
skl Tencana pengelsamn, yang besarannya ditetapkan
dengan Perkada

{5 Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan
danfatau rekening pengeluaran pada bank umum ke
Rekening Has Umum Daerah dilakukan atas perintah
BUD.

Pasal 128 . ..
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Pasal 128

[1) Kepala Dagrah dapat memberi izin kepads kepala SKPD
unfuk membuka rekening penerimasn melalul BUD yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum

[#] Kepala Dmerah dapst memberikan izin kepada kepala
SKPD uniuk membuka rekening pengeluaran melalul BUD
vang ditetapkan olsh Kepala Daerah pads bank uwmum

unfuk menampung UP.

Pasal 129

Pemerintah Deserah berhak memperoleh bungs, jasa gio,
dan/atan imbalan lainnys atas dana vang disimpan pada
bank berdasarkan tingkat suku bungs dan/atau jasa giro

vang berlaku seaual dengan Ketentuon peraturan perondang-
undangan.

Fasal 130

Biaya yang tlmbul sehubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku
pada bank yang bersangkutan dan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

{1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Dacrah dapal
mendepositokan  danfatan  melakukan investasi jangka
pendek alns uvang milk Docrah vang sementara belum
digunaken scpanjang tdak mengganggu  likuiditas
Kevangan Dasrah, tugas daerah, dan kualites pelayanan
pubhl.

(2] Deposito: dan/staun investas jangka pendek sebagmumana
dimakeosd pads ayml (1) harus disetor ke Rekening Kas
Umum Dasrah paling lambat per 31 Desember
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Bagian Ketiga
Penyapan Dokumen Pelaksanaan Anggarsn
Batuan Kerja Perangkat Daerah

Pmsal 132

(1} PPED memberitahukan kepada kepala SKPD agar
menyusun dan menvampalken rancangan DPA SKPD
paling lambat 3 (tiga) harl setelah Perkada tentang
penjabaran APBD ditetapkan.,

(2] Rancangan DPA SKPD sebagumans dimaksud pada ayat
(1) memuat Sasaran yang hendak dicapal, fungsi, Program,
Kegiatan, anggaran vang disediakan untuk mencapai
Sasaran, rencana pencrimaan dana, dan  rencana
penarikan dana sctinp satuan kerja serta pendapatan yang
diperkdrakan.

(3] Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari
scielah pembenialuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan.

Pa=al 133

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama
dengan kepala SKEPD yang bersanghkutan.

{2) Verifikasi atos rancangan DPA  SEPD  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15
flima belas) hori sejak ditetapkennys Perkada tentang
penjabarnn AFBD.

i3) Berdasarkan hasil verifikasi schagaimana dimaksud pada

ayat (1), PPFKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah
mendapatkan persetujuan sekretaris daetah
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{4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] tdak sesual dengan Perkads tentang penjebaran
APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA
BKPD untuk disahkan oleh PPED dengan persetujuan
sekretaris daerah,

(51 DPA SKPD yang telah dizahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat [3] dan ayat [4) disampaikan kepala SKPD yang
bersangkutan kepada satuen kerja yang secara fungsional
melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggsl disahkan,

(6 DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat
4} digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
kepala SKPD selalos PA

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan 8PD

Pasal 134

(1] PPED selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur ketersediaan dana  dalam
mendanal pengelunran seeual dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

(2] Anggaran Kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat perkiraan arus kas masuk vang bersumber dari
penerimasn dan  perkirman  arus kas  kelusr vang
digunakan untuk mendanai Pengetuaran Dacrah dalam
setiap periode.

Pazal 135

(1) Dalam rangks manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD
dengan mempertimbanghkan:
A, Anggaran Kas Femerintah Daerah;
b. ketersedinan dana di Kas Umum Dasrah; dan

€. penpadwalan . ..
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£, penjadwalan pembayaran pelaksanasn anggaran yang
tercantum dalam DPA SKPD.,

{2) S5PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dislapkan oleh
Kuaia BUD untuk ditendatangani oleh PPEKD

Pasal |36
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ocara pemyusunan
Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134 dan Pasal 135 datur dalam Perkada berpedoman pada
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahasn
Pendapaian Dacrah

Pasal 137

(1) Bendahara  Penerimaan  wajldb menyetor  seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat dalam wakiu | [sata) har,

[#] Dalam hal kondis| geografis Daersh sulit dijangkou dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
Jasa keuangan, serta kondisi objektifl lainnya, penyetoran

penerimaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat
melebihi | [sstu) hart yang distur dalam Perkada.

(3] Setiap penerimasn harus diduboung eoleh bukti yang
benghap dan sah atas sctoran.

{4) Bukt sehbagumana dimaksud peda ayat (3) dapat meliputi

dokumen eleltranik.

i5) Penyctoran  penerimasn pendapatsn sebagaimana
dimaksud pada ayst (1] menggunakan sural tanda
SEbarEn.

Pasal 138 .
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Pasal 138

(1] Penyetoran  penerimaan  pendapatan  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat [5) ditakuken secara tunal
dan fatay nontuna,

{J] Penyetoran schagnimans dimaksud pada syat [1) dianggap
sab setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau
dokumen lain vang dipersamakan

(3 Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cck,
atau surat berharga yang dalam penguassannya:

a. lebih dari 1 fsstu] har, kecuali terdapst keadaan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2}

dan/atau
b. atas nams pribadi.

Pasal 139

{1} Bendahara  Penerimaan  pada  SKPD  wajib
menyelenggarakan  pembukuan | terhadap | seluruh
penenimaan dan  penyciorAan  AtSE  pENENMasn  Yang
menjadl tanggung [Ewabnys.

(2] Bendahara Penerimaan pada SKPD wajbh menyampaikan
laporan pertanggungiowsban penerimaan  kepadas  PA
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutmya.

{3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan perianggungiawaban pencrimasn kepeda PPED
paling lambat tangeal 10 bulan berileutnya.

4} PPFED melakukan werifikasi, evalussl, don analisis atas
laporan pertanggungawaban penerimaan schagaimana
dimaksud pada ayat (3] dalam rmngka rekonailias]
PENETIMARN.

Pasal 140 .
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Paszal 140

(1] Pengembalian atas kelebihan Penerimasn Deerah vang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun  ahun  sebelumnya | dilakuken | dengan
membebankan pada rckening  penerimaan  yang
bersanghuian.

2] Pengembalinn atas kelebihan Penerimaan Dacrah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan,

(2] Pengembalian atas kelcbihan Penerimaan Dacrah yang

slfatnya tdak berulang yang terjadi pade tahun
scbelumnya diakukan dengan membebankan pada
rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam
Pelaksanasn dan Penstausshasn Belanja Dacrah

Pasal 141

(1) Setiap pengeluaran harus didukung buktl yang lengkap
den sah mengenal hak yang diperoleh oleh pihak vang
mennagih.

(3] Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rmncangan Perda tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran dacrah.

[3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada myvat [2)
tidak termasuk pengelusren kesdesn darurat dan/fatso
keperiian mendesak sesunl déngan ketentuan peraiuran

perundang-undangan,

Pasal 142
(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPF kepada PA
melalui PPE SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPFD.

(2} Pengajuan . . .
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(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran  pembantu  melalui PPKE Unit  SKEPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain vang dipersamakan
dengan SPD.

(3] Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran  anggaran  Keglatan SKPD, disampaikan
Bendaha.a Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD ateu dokumen lain yang dipersamalesn
dengan SPD.

¥ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini ates:

n S5PPUR,
b, SPPGL;
¢. SPPTU; dan
d. 8PPLA.

(5) SPP schagaimana dimaksud pada avat (2] dan avat (3)
terdini atas:

a. SPP TU; dan
b, SPPLS.

Pasal 143
{1} Penerbitan dan psngojuan dokumen SPP UP dilakulan
aleh Bendahara Pengelusran dalam rangka pengisian UP
i2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan
oleh Bendahars Pengeluaran dalam rangln menggant UP,

(3] Ketentumn lebih lanjut mengenal besaran UP dan GU
schagaimans dimaksud pada avat (1) dan ayat [2)
ditetapkan dengan keputusan Kepaln Dacrah.

(4 Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disgjukan dengan melampirkan keputusan Kepala Dacrah
tentang beaaran UP sebagaimans dimakyod pada ayat (3]

(S} Pengajuan . . .
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[5) Pengajuan SPP GU schagammana dimaksud pada ayat [(2)
dilampiri dengan dokumen asli  pertangpungjawaban
penggunasn P,

Paszal 144

i1} Bendahara Pengeluaran atay Bendahara Pengeluaran
pembaniu  mengajukan 8PP TU untuk  melalsanakan
Kegiatan yeng bersifat mendesak den  tdak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

{2 Patas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat
persetujuan dari PPED dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan
Periada.

(3 Dalam hal sizsa TU tidak habis digunakan delam | (satu)
buban, sisa TU disctor ke Rekening Kas Umum Dasrah.

(4] Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU scbagaimana
dimaksud pada avat (3) dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 [satu] bulan;
dan/atau

b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di Juar
kendali PAJKPA.

i5] Pengajuan 8PP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rinclan rencana penggunaan dana.

Paasal 145

(1] Penerbitan dan pengajuan dokumen BPP LS dilakukan
cleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
a. gaji dan tunjangan;
b, kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;
dan

£, kepads pihak ketigs lainnya sesual dengan ketentuan
peratumn perundang-undangan.

2] Pengajuan . | |
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[} Pengajuan dokumen BSPP LS wuntuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayal [1) huruf b dapat jugs dilakuksn oleh Bendahars
Pergeluaran pembuntu  dalam hal PA melimpahkan
schagian kewenangannye kepada KPA

Pusal 146

(1] Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jass sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 145 aymt (I) huref b oleh Bendahara
Pengelaaran / Bendahara Pengeluaran pembanty,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan darl pihak ketiga melalul PPTE.

(A Pengajuan SPP LS dilampii dengan  kelengkapan
persyaratan yvang ditetaplcan scscai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

1} Berdasarkan pengajuan SPP UP schagaimana dimaksud

dalam Pasal 143 ayal (1), PA mengajukan permintasn UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP

{2} Berdasarkan pengajumn SPF (U sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (2], PA mengajukasn penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kussa BUD dengan
menerhithkon SPM GU,

(3] Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan
TU leepads Kussa BUD dengan menerbithan SPM TU.

Pasal 148 . .,
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Pasal 148

i1} Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendaham

Pengeluaran | Bendahara Pengeluaran pembanty

schagumana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK

SKPL/PPK Unit BKPD melakukan verifibkssi atas:

i, krebenmran material surat bukti mengenai hak pihak
penagih;

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persvaratan/
schubungan dengan ikatan/perjanjian  pengadaan
barang/jasa; dan

¢, ketersodinan dana yang bersanglutan

(4] Berdasarkan hasil venfikasi sebagumana dimaksud pada
ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban

APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD,

3 Dalam hal hasil verifilkasi tidak memenuhl syarat, PA/KPA
tidak menerbitian SPM LS.

i4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil
verifikas thdak memenubi synrat sebapaimans dimaksud
pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Pasal 149

(1} Kuasa BUD menerbitkan SPID berdasarkan SPM yang
diterima dari PAJKPA yang ditujukan kepoda bank
operasional mitra kerjanya,

(2} Penerbitan SP2D scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lma 2 jdus) hari sejak SPM diterima.

i3 Dalam rangka penerbitan SPZD sebagalmana dimaksud
piEda ayatl (3], Kuass BUT berkevnajiban untulk:

& menclit kelengkapan SPM  yang diterbitkan oleh
PA/EFA berups Surat Permyataan Tanggmung Jawab
PA/EFA;

b, mengufl . ..
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b, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yvang tercanium dalam perintah pembayaran;

e. mengujl ketersediaan  dana  Keglatan — vang
bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana schagai  dasar
Pengeluaran Daerah,

(4] Kuasa BUD fidak menerbitkan SP20D yang diajukan
PA/KPA apabila:

6. Udak dilengkapi Surat Pernyatasn Tanggung Jawab
PASKPA: dan fatau

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
{5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal

ketentuan scbagaimans dimaksud pada ayat [4) paling
lambat | [satu) hari lerhitung scjak diterimanya SPM.

Pasal 150
(1) Bendahmrn Pengeluarn,/Bendahara Pengeluaran
pembantiu melaksanakan pembayaran seielah:
. meneliti  kelengkapan dokumen pembavaran  yang
diterbithan oleh PA/KPA beserta bulketl transaksingm,

b. menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang
tercantum dalam dokumen pembayaran, dan
. menguj ketersedinan dana yang bersangloutan.

[} Bendahnra Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembanty waib menolak melakuksn pembayaran dari
PAJEPA apabila persyaratan schbagnimana dimaksud pada
ayat [1) tidak dipenuhi,

[ Bendakara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
pembaniu  bertangpung  jawab  secara  pribadi  atas
pembayaran yang dilaksanakanmys.

Pasal 151 ...
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Pasal 151

Bendaharn Pengeluaran/Bendahars Pengeluaran pembantu
sebagal wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
Iminnya wajib menyetorkan selurih penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rebening Kas Umum Negara.

Pasal 152

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
angearan berkensan seielah tahun angearan berakhir,

1

4

Pasal 153
Bendahara Pengeluaran secarm administratif  wajib
mempertanggungiawabkan penggunaan  UP/GU/TU/LS
kepada PA melalil PPE SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penpgelisran
pembantu pada SKPD wapb memperianggungiawabkan
sccarg funguional atas pengelolosn wang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan |aporan
pertanggungiawaban pengeluaran kepada PPED selaku
BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Ketentuan batss waktu penerbitan surai pengesahan
[aporan pertanggungiewsban pengeluaman dan  sankei
keterlumbatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Perkada.
Penyampaian pertangrungawaban Bendahars
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu  secara
fungsional sebagaimans dimeksud pada ayat  [3)
dilaksanakan setelah diterbitkan  surat  pengesahan
pertangrungiiwaban pengeluaran oleh PAJKPA.
Untuk tertib laporan pertanggungjewaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungjswaban pengeluaran dana
bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Desember.

Bagian Ketujuh
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Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatsusahaan
Pembiayaan Daerah

Pasal 154

(1} Pelaksansan dan penatausahasn  penerimasn  dan
pengelusrann Pembnayaan Dacrah dilskukan oleh kepala
SKPED.

2] Penerimaan dan pengeluarssan Pembisyaan Daerah
schagaimana dimsaksud pada ayat (1) dilakukan melabui
Rekening Kas Umum Daerah,

i3 Dalam hal pencrimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Dacrah sebagnimana dimaksud pads svat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilebeukan melalui Rekening Kas Umum Daecrah, BUD
mechkukan pencatatan dan pengesahan pencrimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Dacrah tersebut.

Pasal 155

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun scbelumnya

digunakan dalam tahun anggaran berfalan untuk:

m. menulupi defislt anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersedia anggarannya;

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi

deerah  yang melampad angparan  yang  tersedia
mendahului perubahan AFBD;

d, melunesd kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN
akibal adanya kebijakan Pemerintah;

. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia
anggaranniya; dan/atau

g mendanal .
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g mendanai Kegatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dan yang telah ditetapkan dalam DPA
SKEPD tshun anggaran berjalan, yang dapat
diselesaikan sampal dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tabun anggaran berjalan.

Pasal 156

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dans Cadangan ke
Rekening Ens Umum Daerah  dilakuken berdassarkan
rencana  pengguneen | Dana  Cadangan sexial
peruntukannyn.

2} Pemindahbuloonn dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakuken setelah jumiah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan Penda tentang pembentukan Dana
Cadangan yung bersangloutan menculkupl

(3 Pemindshbubuan sebagaimans dimaksud pada ayat [3)
paling tingg sejumiah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesusi peruntukannya pads tabun anggaran
berkenaan sesuad dengan yang ditctapkan dengen Perda
tentang pembentuksn Dans Cadangan.

(9] Pemindahbulbnwan darl rekeening Dapa Cadangan ke
Rekening Kas Umum Dacrah schbagaimana dimaksud pada
myat |1} dilakukan dengarn  surnt  periniak
pemindahbukuan oleh Kussa BUD atas persetujusn PPED.

Pasal 157

(1] Pengalokasian anggaran untuk  pembeniukan  Dana
Cadangan dalam tabun anggaran berkenaan  sesum
dengan jumbih yang ditetapksn dalam Perda tentang
pembentukan Dana Cadengan.

{2) Alokasl . . .
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(@ Alckasi anggaran sebagumana dimaksud pada syat (1)

dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

(3 Pemindahbukuan sebagaimans dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan sural perintah Kusss BUD stas
persetujuan PPED,

Fazal 158

Dalam rangka pelaksanasn pengeiuvaran Pembiaysan, Kuass
BUD berkewajiban untuk:

meneliti  kelenghapan penntah pembayaran  yang
diterbithan oleh hepala SEPKD;

menguji kebenaran perhitungan pengeluarsn Pembisyaan
yang tercanturn dalam perintah pembayaran;

mengujl ketersedinan dans yang barsangloutan; dan

. menclak pencairan dana, apabila perintah pembayaran

atas  pengeluaran  Pembiaysan tidak ~memenuhi
perayaraten yang ditetaplan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 159

(I} Pengeiolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang

meliputi perencansan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pernanfanian, pengamanan dan
pemeliharnan, prnilnian, pesmdrida bl negEsrnne,
perousnaban,  penghapusan,  penatausahsan dan
pombinann, pengawasan dan pengendalian.

(2] Pengelolaan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuni dengan  kelentuan  peraburan

BABWH . ..
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BAB VT
LAPORAN REALISAS! SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Laporan Realisas) Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pazal 160

(1] Pemerintah Dacrah menyusun lsporan realisasi semester
periama AFPBDY dan prognosis unfuk 6 jemam) bualan
berihutnya.

@] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 161

{1} Laporan realisasi semester pertama APAD pebagaimana
dimaksud delam Pasal 160 menjadi dasar perubahan
APBL,

(2] Perubahan APBD sebagaimans dimakesd pads mynat [1)
dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA;

b keadssn  wyeng menycbabkan  harus  dilakukan
pETEESErAn ARgEaran anlar orgenisasi, aniar unit
orgamsasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar

€. keadann yang menyebablan SiILPA tabnen anggsran
berjalan;

d. keadssn ..,
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d. keadaon darurat; dan/atau
e, Headaan luar biasa,

Bagian Ketign
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan
Perubahan Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 162

(1) Perlembangan yang thilak sesual dengan asumsi KUA
schagaimana dimaksud dalam Pazal 161 ayar (2) huruf a
dapat berupa terjadinys:

n. pelampauan atau  tdak  tercapainym  proyekm
Pendapatan Daerah;

b. pelampauan atau tidak terealisasinyn alokas! Belanja
Daerah; dan/atau

€. perubahan sumher dan penggunasn  Pembiayaan
daerah

(2] Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang
tidak sesusi dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam mancangan perubshan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan REPD.

(3] Dalam rancangan perubaban KUA sebhagaimans dimakaud
pada ayat (2] disertmi penjelasan mengenal perbedaan
asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

(4 Dalam rancangan perubaban  PPAS  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] disertal penjelasan:

a. Program dan Keglatan vang dspat divsulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD  dengan
memperlimbangkan siss wakitu pelaksanaan APBD
tahun anggaran berjalan;

b. capalan ...
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b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang
harus dikurangl dalam perubshan APBD apabila
asumsi KUA tidok tercapai; dan

€. capaian Sasaran Kimeoa Program dan Kegintan yang
harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila
melampaui asumsi KUA,

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 163

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unil organisasi, anter Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rinclan
obyek belanja.

Pasal 164

(1] Pergeseran  anggaran  anfar organisssi, antar  unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
belanga sebagaimana dimaksad dalam  Pasal 163
dilakukan melalul perubahan Perda tentang APBD.

(2] Pergeseran anggaran antar obyek belanjs dan/atau antar
rinctan obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
163  dilakukan melahil perubahan Perkada tentang
Penjabaran AFBD,

|3 Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalem jenis
belanjs dan antar rincian obyck belanja dalam obyek
belangs sebagaimana dimaksud pada ayat [2) ditetapkan
oleh Kepals Daerah.

(4] Pergeseran anggaran sebagaimina dimaksud pada ayat (1)
dan ayat [2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

(5} Perubahan . . .
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(5] Perubahan Perkada tentang  penjabaran  AFBD
schagnimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnys
dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD stau ditempung dalam laporan realisasi anggaran.

(6] Perubmhan Perkada tentang  penjabaran  APBD
schagaimana dimaksud pada syat (3] ditampung dalam
laporan realisnsl anggaran upalila:

& tidak melakukan perubshan APBD; atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannys Perds
tentang perubaban APBD.

(7] Ketentuan lebih lanju! mengenal tals cara pergeseran
anggaran distur dalam Perkada sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kclima
Penggunaan Siza Lebih Perhitungan Anggaran
Tehun Sebelumnyn Dalam Perubahan Anggaran
Pendapsatan dan Belanja Dacral

Pasal 165

Penggunasn BiLPA iahun sebelumnys untuk pendanasn
pengeloaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16] ayat {2)
hurud ¢ diformudasilean terbeblh dahuly dalam Perubahan DPA
SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagan Keenam
Pendansan Keadsan Darurad

Pagal 166

{1} Pemerintah Daerah mengusulian pengeluaran untulk
mendanal  keadaan danuat yeng  belum  terscdia
anggarannys achagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) daktam rancangan perubahan APBD.

{2) Dalam ...
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Dalars hal pengeluaran untik mendanai keodasn danart
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuksn setelabh
perubahan APBD siau dalam hal Pemenntah Dasrah tidak
melakukan perubahen APBD maka pengeluaran tersebut
disampaiken dalam laporan realisasi anggaran.

Bagman Ketujuh
Pendansan Keadpan Luar Biasa

Pasal 167

Perubahan APBD hanye dapat dilakukan 1 (satu) kall
dalam 1 [sany tahun snggaran, kecusli dalam keadaan
luar blnss sebagabmana dimaksud dalam Pasal 161 ayat
[2) huirufl e,

Kepdaan luar bisss scbagammana dimaksud pada ayot (1)
merupakan  keadean vang menyvebabkan | estimasi
penerimaan dan/aday pengeluaran dalam  APBD
mengalami kenalkan atau peourunan lebih besar dar 50%
[lima puluh persent.

Eetentuan mengenal perubshan APED akibal keadaan fuar
blasa schagaimang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Perkada scaunl dengan ketentusn persturan perundang-
undangan,

Pasal LGB

Dakam hal keadaan lukr bissa yang memyebabkan catimasi
penerimasn dalam APBD mengalami kenaiksn lebih dard
50M% (lima puluh persen] sebagaimana dimabkeud dalam
Pasal 167 ayat [2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan
baru dan/stay peningkatan capaian Sasaran  Kinerja
Program dan Kegiatan dalam rahun anggaran berkenaan

{2) Dalam . . ,



*

BPHLSIDEN
HEPLALIA HOOWNESI&

« 111 -

() Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimas
penerimmann dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
50% (lima puluh persen) sebagaimans dimaksod dalam
Pasal 167 aynt () dapat dilakukan penjadwalan ulang

dan/atau pengurangsn cspaian Sasaran Kinerja Program
dan Kegiatan lainnya dalam rahun anggaran berkenasn.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapaisn
dan Belanjs Dacrah

Pasal 169

1] Bancangan perubahan KUA den rancangan perubahean
PPAS schognimans dimaksud dalem Pasal 162 avet ()
disampaikan kepada DPRD paling lambar minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggamn berkenaan

(2] Rancangan perubaben KUA dan mancangean perubaban
PPAS scbagalmana dimaksud pada asyat (1) dibahas
bersama dan discpakati menjadi perubahan KUA dan
perubahan PPAS paling lambat mingge kedua bulan
Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 170

(1} Perubahan KUA den perubshan PPAS yang telah
disepaknti Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman
perangicat dasrah dalam menyusun REA SKPD.

(2} Perubahan KUA dan perubaban PPAS  sebagalmana
dimaksud pada ayat (1] disampaikan kepada peranghkat
dscrah discriai dengan:

8, Program dan Keglaran baru;
b. lkriteria DPA SKPD yang dapat diubah:
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c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
dain [ atau

d. dolumen wschbagai lampiran melputi kode rekening
perubahan APBD, formal RKA SKEPD, analisis stamdar
belanja, standar harga satusn dan percncanaan
kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan,

(3} Penyampaian scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lambat minggu ketign bulan Agustus
tahun anggaran berkenaan,

Pasal 171

1) Kepala SKPD menyasun RKA SKPD  berdasarkan
perubahan KUA dan perubshan PPAS sebagaimana
dirnaksud dalarn Pasal 162 ayat [2).

{3) RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada syat (1)
disampalkan kepads PPED scbagal bahan penyusunsn
rancangan Perda tentang perubahan AFBD.

Pasal 172

Ketentuan mengenal tata cara penyusunan REA SKPD
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 93 sampal dengan Pazal
100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
REA SKPD pada perubahan AFED.

Pasal 173

i1) DPA SKPD yang dapat diobah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 170 ayat 2] huruf b berupa peningkaian atay
pengurangan capaian Saszaran  Kinerja Program  dan

{2) Peningkatan atau pengumangan capaian Sasaran Kinerja
Program dan Kegiatan sebagalmaona dimalsud pads ayat
i1} daformulasikan dalam perubahan DPEA SKEPD.
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(3] Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja,
kelompok, jenls, obyvek, rincian obyek pendapatan, belanja,
dan Pembiayasn baik sebelum dilskukan perubahan
maupun sctelah perubaharn.

Pasal 174

(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan
perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam
perubahan APBD wyang tfelah disusun olch  SKPD
disampaikan kepads TAPD melalui PPKD  untuk
diverifikasi

{2 Verifikasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
aleh TAPD uniuk menclash kesesuslan antarn RKA SKPD
dan perubahan DPA SKPD dengan:

perubahan KUA dan perubahan PPAS,

prakiraan maju yvang telah disetujul;

dokumen perencanasn nlnnym;

capatan Kinerja;

indikator Kinerja;

analisiz standar belanja;

standar harga sabuan;

perencanasn kebutuhan BMD;

Standar Pelayanan Minimal; dan

Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubabnn

DPA SKPD,

3 Dalarm hal hasl verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) rerdapat ketidaksesualan, kepala SKPD
melakukan penyempurnian,

@ O AN TP

Pasal 175

i1} FPKD menyusun rancangan Perda temtang perubahan
APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKFD
dan perubshan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh
kepala SKPD,

i2) Rancangan . . .
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2} Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit
terdiri atas:

I

ringknsan APBD yang diklasifikasi menurit kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiavadn:
ringkasan APEBD menurut Urusan Pemenintahan
dacrah dan organisssi;

rincin APBED menurut Urusan Pemerintahan dasral,
orgarnizagi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanjs, dan Pembisvaan;

rekapitulasi Belanja Dacrah dan kesesualan menurut
Urusan Pemerintahan dacrah, organisasi, Program,
dan Kegiatan;

rekapitulasi Belanjs Daerah uniuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintaban daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftar jumnlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal dasrah dan investasi daemah
lainnya,;

daftar perkiraan pesambaban dan pengurangan asct
tetap daerah;

daftar perkirsan penambahan dan pengurangan aset
lair-lnin;

dafiar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum disclesalkan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berkenaan;

daftar Dana Cadangan daerah; dan

m_ daftar Pinjaman Deerah.

(3} Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padn ayat
(1} terdiri otas nota kruangan dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubsahan AFRD.

4] Ramcangan . . .
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(4} Rancangan Perkads tentang perjabasan perubahan APBD
schagaimana dimaksud poda ayet [3) memuat lampiran
paling sedikit terdiri atas:

8 Tmgkssan penjabaran  perubaham APBD  yang
diklasdikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. penjabaran perubshan APBD menunit  Urusan
Pemenntahan dacrah, organisasl, Program, Keglatan,
jenia, obyek, mincian obyek pendapatan, belanja, dan
Pembiavaan;

¢, daftar nams penerima, alamst penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar nama penerima, slamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pagal 176

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPED disampaikan kepada Kepala Dacrah

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pazal 177

Kepala Dasrabh wajlh menyampaikan rancangan Perdn teniang
perubahan APBD kepads DPRD disertad penjelasan dan
dokumen  pendullung  ontuk dibahas dalam rangka
memperoleh  persetujuan bersama paling lambat minggu
kedua bulan September tahun anggaran berkenaan

Puaal 178 . .,
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Pasal 178

{1} Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilsksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta  penjelasan dan  dokumen
pendukung sesusi  dengan  ketentuan | peraturan
perundang-undangan.

{2} Pembahasan mncangan Perda tentang perubahan AFBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

Hagan Kesspuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daersh tentang
Perubahan Anggaran Pendapaian dan Belanjs Daerah

Pasal 179

(1} Pengambilen keputusan mengenal rancangsn Perda
tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama
Kepala Daerah paling lambar 3 (thga) bulan sebelum tahun
unggaran berkenaan berakhir,

(2] Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] tdak mengambil keputusan
bersama dengan Kepals Daerah terhadap rancangan Perda
tentang perubahan APBD, Kepala Dacrali melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan daktam APBD tahun
anggaran berkenmin,

(3 Penctapan rancangan Perda teninng perubahan APBD
dilakukan  setelah  ditetapkannya Perda  tentang
pertangungiawaban pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya.
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Bagian Keashelas

Evaluas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah
dan Rancangan Peraruran Kepals Daerah tentang
Petijabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

i1

3

4

Belanjn Daerah

Pazal 160

Rancangan Perda provinsl tentang perubahan APBD yang

telah disctupui bersama antors Kepala Daeral dan DPRD

dan rancangan Perkads tentang penjabaran perubahan

APBD disampafkan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga)

harl terhitung sejak tangpal persetujuan rancangan Perda

provinsl  fentang perubshen  AFBD untuk  dievaloas

sebelum ditetapkan oleh gubernur,

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan

rancangan Peckada tentang penjabaran perubahan APHD

eebagaimana dimaksud pada ayat [I) diserigi dengan

petubatian REKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS

vang disepakatl antara Kepala Dacrah dan DPRED

Dalam mekloikan evaluasl sebogaimans dimaksud pada

ayat (I}, Menieri berkoordinasi dengan menteri vang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang

keuangan

Evaluasi sebegaimans dimaksud pada avar [1) dilakuksn

untuk menguji kepesnalen rancangan Perda provinsi

tentang perubahan APBD dan rancangan Perikada provinsi

tentang penjabaran penibahan AFBD dengan:

a. Relenfuan peraturan perundang-undangan vang lebih
tings;

b, lkepenbirysan wmem

c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan
PPAS; don

d. RPJMD

{5) Hasil . . .
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I5) Hasil evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat [49)
ditetapkan dengan Keputusan Menten,

i6) Keputusan Menteri sebagumana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepads gubernur paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak mncangen Perda provine
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran parubahan APBD sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) diterima.

(7} Dalam hal Menterd, setelah berkoordinasi dengan menter
keuangan, menyatakan hasil evaluasl rancangan Perda
provinsi teniang perubahan APBD dan rancangan Perkada
téntang penjabaran  perubahan  APBD  schagnimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan |ketentuan
peraturan  perundang-undangan  vang  lebih  vinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA
dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menctaphkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesusi
dengan ketentuan peraturan perundang-undsngan.

18 Dalam hal Menten, setelsh berkoordinasi dengan menteri
yang metnyelenggarakan wrusan pemerintahan di bldang
keuangan, menyatakan hasil evalussi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayost (5} tdak sesuai dengan ketentusn
peraturan  perundang-undangan  yang Jebih  tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA
dan perubahan PPAS, dan RPIMD, gubermur bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
har terhitung sefak hasil evaluasi diterima.

{9 Dalamn . . .
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9 Dalam hal hasil evalusasi sebagaimana dimaksud pada ayat

"

&N

(% tidak ditindeldanjut oleh gubernur dan DPRD dan
gubemur menctapkan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada,
Mentert  mengusulkan kepada — menterl  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan i bidang
kruangan untuk melakukan penundsan dan/atay
pemotongan Dana Tranafer Umuom  sesual  dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 1681

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD wvung teish disetujui bermama dan  mnoangan
Perkada  tentang  penjabaran  perubsham  APBD
disampaikan kepada gubernur scbagal wakil Pemerintah
Pusat paling lambat 3 [tiga) han sejak tanggal persetujuan
Rancangan Perda kabupaten/kota ftentang perubahan
APBD wuntuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati fwali kota,

Rancangan Perda kabupaten/kots tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang pengabaran
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pads syat |1)
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepaleatl antara Kepala Daerab
dan DPRD.

Dalarmm  melakuksn  cvoluasi Rancangan  Perda
Eabupaten/kota tentang perubahan APBD schsgiimarna
dimaksud pada ayat (1), gubernur schagmi  walkdl
Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan
selanjutnya Meateri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan wrusan  pemerintahan di bidang
kruangan.

{4} Evaluasi . .
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{4} Evahinsi sebagnimana dimaksud pada oynt (1) dilakulkan
untuk  mengujii  kesesuaisn  rancangan  Perda
kabupaten/kota tentang perabahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

B ketenfuan peraturan perundang-undangan vang lebih
tmgE;

b. kepentmgan umiam;

€. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan
PPAS; dan

d. RRJIMD,

i5) Haxill evaluasi sebagaimans dimaksud pada ayai [4)
ditetapkan dengan keputusan gubermur.

i6) Keputusan gubermur scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaiksn oleh gubermr sebagal wakil Pemerintah
Pusot kepada bupati/wali kota paling lambat 15 ([fima
belas) hard  terhitung sejak rancangan  Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rincangan
Perkada tentang pen@abaran Perubshan  APBD
schagaimana dimalevud pada ayat |1 diterima.

(7} Dalarn hal pubernur secbogal walkil Pemerintah Pusat
menyataksan hasil evaluas Tancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancargan
Perkads tentang  penjabaran perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5 sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentngan umum, perubashan REPD, perubahan
EUA, perubahan PPAS, dan RPIMD, bupati/veali kots
menctapkan rancangan  tersebut menjadi Perda  dan
Perkada sesusl dengan keteniuan peraturan perundang-
undangarn,

(8] Dalam . .
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) Dalam hal! gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

f1)

menyatakas hasdl  evaluasi rancangan  Perda
kabupaten/kota tentang perubahan AFBD dan rancangan
Perkada tentang penjgbaran  perubahan APBD
schagaimans dimalkswd pada ayat (5) tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggi. kepentingan umum, perubahan REPD, perubahan
KUA, perubshan PPAS, dan RPIMD, bupati/wali kota
bersama DPRD melakukan penvempurnaan paling lama 7
ftujuh] har sejak hasil evaluasi diterima.

Dralam hal hasil evaluesi scbagaimana dimaksud pada ayat
{8 tidak ditindaklanjutl oleh bupsti/wall kota dan DPRD
dan  bupagi/wali kota menstapkan rancangan Perda
kabupaten /kola tentang Perubahan APED menjadi Perda
dan rancangan Perknda tenteng penjabaran Perubahan
APBD menjad| Perkada, gubernur mengusulkan kepada
Menten, selanjuinya Menteri mengusulkan kepada menteri
yang menyebengparokan urusen pemerintaban & bidang
keuangan uniuk melalooksn penundasn  danfatau
pemotongan Dans Transfer Umum  sesuad  dengan
ketenfuan peraturan perundang-undmngan.

Pasal 182

Dalam hal gubernur sehagal waki Pemerintah Pusatl tidak
melaksanakan evabuasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (1] dan Pasal 181 ayat (1), Menter]
mengambil alih  pelaksanaan evalussi scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangsn.

Dalam rangka melaksanakan ewaluasi scbagaimana
dimaksud pada ayar (1), Menteri berkoordinasi dengan
menter] vang menyelenggarakan urusan pemenintahan di
bidang kruangan.

Pasal 183 . .,
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Pasal 183

Cubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat memyampaikan
hagil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD dan rancengan Perkada tentang penjabaran
perubahan AFBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkanmys kepuiusan gubermnur tentang hasll evaluasi
rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD,

Pasal 184

1) Penyempurnssn hasl evaluasi zebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (8] dan Pasal 181 ayat (8] dilakukan
Kepala Dacrah melalui TAPD bersama dengan DPRD
meialul badan anggaran,

(2} Hasil penyempurmnaan sebagaimana dimaksud pada ayet
(1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD,

{3 Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dijadiken dasar penctapan Perda  fentang
perubahan AFBD.

(4] Keputusan pimpinan DPRD scbagnimana dimaksud pada
ayal (2] dilaporkan pada sidang paripurns berikutnys.

(5] Keputusan pimpinan DPRED sebagaimana dimaksud pada
avat (3] disampaikan kepada Menteri untuk perubahan
APBD provinsl dan kepada gubermur uwniuk perubahan
APBD lkeabupaten /kota paling lambat 3 ftiga) hari setelah
keputusan terscbul ditctaplkan,

BABWVIN...



*

PHRESIDEM
REPLURALIE WNOOMNESI&

=123 =

BAB VI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
FEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntans! Pemerintah Dacrah

Fasal 185

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdassrkan:
a. Kebljakan Akuntansi Pemenntah Dacrah;
b. SAPD; dan
c. BAB umiuk Daerah,
sesund dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4} Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimabkesud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh entites abuntans dan
entitas pelaporsn.

Pasal |86

{1} Eebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a, meliputi
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan
akuntansl akun

{3} Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) memual penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi scbagai panduan
dalam penyajian pelapocan keuangan,

(3} Eebijakan akuntansi alun sebagaimans dimaksud pada
ayat (1} mengatur definisi, pengakuan, penguluiran,
penilalan, dan/atauy pengungkapan transaksi  atau
peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 187 . .,
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Pasal LET

(1} SAPD sebagnimana dimaksisd dalsm Pasal 185 ayat (1)

huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam melakukan dentifikasi transaksi, pencatatan pada
jumal, posting kedalam bulu besar, penyusunen neracs
saldo, dan penyajian laporan keuangan,

(2] Penyajian laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada

3

(1

ayul |1) paling sedikdr meliputi:

g, laporan realisasi anggaran;

b. lsporan perubahan saldo anggaran lebik;

€. DCIACE;

d, laporan operasional;

e. laporan arus kas;

I laporan perubanan ekuitas; dan

E- catatan ates laporan keuangan,

SAPD sebagaimane dimaksud pada ayat (1) meliputi
siatem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal |B&

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 ayat (1) huruf ¢ merupakan pedoman bagh Pemerintah
Daerah  delam melalukan  keodefikosl  akus yang
menggembarkan strulour APED dan laporsn keusngan
secara lenghkap.

BAE untuk Dacrah schagaimana dimalssd pads avat |1)
bertujuan untuk mewujudkan statistk keuangan dan
laporan keuangan secarm nestonal yang selaras dan
terkongolidasi  andars  Pemerintah  Pusat  dengan

Pemerintah  Daerah, yang meliputl penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan lporan keuangan,

(3) BAS . ..
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i3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
disclaraskan dengan bagan akun siandar Pemerintah
Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedus

Pelaporan Keuangan Pemerintah Dacrah

Pasal 189

(1) Pelaporen keuangan Pemerintabh Daerah  meropakan
proses penyusunan dan penynjfian laporan keuangan
Pemerintah Daerah olch entitas pelaporan sebagal hasil
konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akuntanss,

2} Laporan keuangan SKPFD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA
schagai entitas akuntansi paling sedikit melipuni:

i,
b
c.
d
£,

laporan realisas: anggaran;

laporan operassona;

+ laparan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan,

(3] Laporan keuangan SKPD sebagamana dimaksud pada
myat (1) disampaikan kepada Kepala Dacrah melalui PPED
paling lambat 2 (duaj bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangsan,

Pasal 190. .,
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Pasal 190

i1} Laporan keuangan Pemerintah Daerah  scbagaimana
dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan
oleh kepala SKPKD selaku PPEKD sebagal entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Kepals Dacrah dalam rangka
memenuhi pertangpungjawaban pelaksanann APFBD.

[2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

lnporan realisan: anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebihk;

NRETaca,

laporan operasional;

laporan amue kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

m e AL T8

catalan aias laporan keuangan.

(¥ Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disampaikan kepada Kepala
Daerah melahd sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan setelsh tahun anggaran berakhir sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

(1] Laparan keuangan Pemerintah Dacrah  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh
apara! pengawas Internal pemerintah sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan uniuk
dilakukan pemeriksasn

(2) Laporan ...
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[ Laporan keuangan Pemerintah Dasrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1j disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keunngan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

[3) Pemeriksann laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuwangan schagaimana dimaksud pada syal  [2)
diselesaikon selambat-lambatnya 2 [duaj bulan setelak
menerima laporan keuangan deri Pemernintah Daerah,

4) Dalarn  hal Badan Pemerieasn Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2
[dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
Pemeriniah  Daerah, rancangan Perda  temtang
pertanggungawaban pelaksansan APBD disjulan kepada
DPRD,

Pasal 192

Kepala Dasrah memberikan tanggapan dan  melakukan
penyesuaian terhadap laporan hasil pemenkssan Badan
Pemeriksa Kruangan atas laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagaimeans dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).

Pasal 193

(1} Dalam rangka memenuhi kewsjiban penyampalan
informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan
laporan keuangan SKPD bulanan dan scmesteran untuk
disampaikan kepada Kepala Dasrah melalui PPED sesusai
dengan ketentiuan peraturan perundang-undangan,

(3 Dalam rangka memenuhi kewnjiban penyampaian
informasi keuangan deerah, PPED menyusun  dan
menyajfkan laporan keuangan bulanan dan semesteran
unfuk disampaikan kepada Menter dan menterl yang
menyelenggaralan urusan pemerintahan  di  bidang
keuangan sesusal dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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BAB IX
FENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN
BELAMIA DAERAH

Pasal 154

i1) Kepala Daerash menyampaikan rancangan Perda tentang
pertangungiowaban pelaksanaon APBD kepada GFRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan serin (khilsar lsporan
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
[enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

{2} Rancangan Perda tenlang pertanggungpawaban
pelakianaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat
persetu|uan bersama

i3] Persetujuan bersama rancangan Perda scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
bulan setelah tabun anggaran berakhir,

[4) Atas dasar perschujusn bersama sebagalmana dimaksud
pada ayat [3), Kepaln Dacroh menylapkan rancangan

Perkada icntang  penjabaran pertanggunglavwaban
pelaknanaan AFBD,

Praal 195

(1] Rancangan Perda provingl lentang perianggunglawaban
pelakzansan APBD yang telah disetujui bersama DPRD
dan rancangan Perkads provinal tentang penjabsran
pertanggungjawaban  pelaksanann APBD  disampaikan
kepadn Menteri paling lambat 3 ftiga) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan Tancangen Perda Provinai tentang
perianggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
gebeium ditetapkan oleh gubermur,

{2) Mentesi . . .
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Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
provinal tenmtang perlanggungjewaban pelaksanasn APBD
dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
pertanggungjiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pads avai (1) untuk mengujl keassualan dengan
Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang
perubshan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran
APBD, Perkada provinsl tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemerikas Keuangan.
Hasil evaloasi sebagaimana dimaksud pada ayar (2)
disampaikan olek Menteri kepads gubernur paling lambat
15 Mima belas] harl terhitung sejak rancangan Perda
provinsi dan rancangan Perkada provinsi diterima,
Dalam hal Menterl menyatakan hasil evalussl rancangan
Ferda provins tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuad
dengan Perda provinsi fentang APBD, Perda provinsi
tentang perubshan APBD, Perkada provinsl tentang
penjabaran AFBD, Perkada provinsl tentang penjabaran
perubahan APBD, dan telah menmdaldanjuti terwoan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemerikes Keuangan,
gubernur menetapkan rancangan Perda provinsl menjadi
Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi menjadi
Perkada provinal,
Dulam kil Mentern menyatakan hasil evolussi mncangan
Perda provinel tentang pertanggungjawaban pelalsanaan
AFBD dan rancangan Perkads provingl tentang penjabaran
perianggungjawaban  pelakssnasn APBD  bertentangan
dengan Perda provinsi tentang APHD, Perda provins
ientang perubahan APBD, Perkada provinel tentang
penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran
perubahan APED, dan/atau tidak menindalklanjuti temuan
laporan hasil pemenksssn Badan Pemeriksa Kewangan,
gubernur hersama DPRD melskukan penyempurnaan
peling lama 7 (tujub) had techitung scjak hasll evaluss
diterima.

[8) Dalam . . ,
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(6} Dalam hal hasi] evaluasi sebagnimana dimaksud pada ayat

1

{3 vdak ditindaldanjuti oleh gubermur dan DPRD, dan
gubcmur meretapkan rancangan Perda provinel tentang
pertanggungiawaban pelaksanasn APBD menjadi Perda
provinsl dan rancangan  Perkada provinsi  tentang
penjabaran  pertanggungjawaban pelaksanasn  APBD
menpidi Perkada provinsi, Menteri mengusulkan kepada
maenfeti yang mermpelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kevangan untuk melakukon penundasn dan/atan
pemotongan Deana  Transfer Umum sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasad 196

Rancangan Porda kabupaten | kota bentang
pertanggungiewaban  pelaksanaan APBD vang telah
disetufui bersarne dan mncangan Perkada kabupaten  kota
tentang penpbaran  pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD disampaikan kepsda gubernur sebagal  weakil
Pemerintal Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
ek truggel pErsetufuan FOMCATIZAT Perda
kabupatenkola lentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD wuntuk dievaluasi sebelum  ditetapkan  alch
bupat: fwall kote

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluagi terhadap rancangsn Perda lkebupaten kot
tentang pertanggungewsbon pelalsannan APFBED  dan
rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungawaban pelaksanasn APED  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) untuk mengu)l kesesuaian dengan
Perda  kabupaten/kota  tentang APBD,  Perda
kabupaten (kots  tentang  perubaban APBD,  Perkada
kabupaten [kota tentang penjabaran  APBD, Perkada
kabupaten /kota  tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau  temuan laporan  hasil pemeriksaan  Badan
Pemeriksa Keuangan.

(3} Hasil . .,
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i3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagal wakil
Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat
15 (tima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Ferda ksbupaten/kota teniang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan FAnCAngan Peritada
knbupaten kotn tentang penjabaran pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

(4} Dalam hal gubermnur sebagal wakil Pemerintah Pusat
menyatakan  hasil  evaluasi  rancangan Perda
kabupaten /kota tenlang pertanggungjinwaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran pertangpungjawaban peleksanann APHED
sudah sesual dengan Perda kabupaten/keta rentang
APBD), Perda kabupaten/koia tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjeberan APBD,
PFerkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan telnh menindsblanjuti temuan laporan hasi
pemeriksasn Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wal
kota menetapkan rmncangan Perda  lkabupaten kota
menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada
kabupaten kots menjadi Perkada kabupaten / kota,

(5 Dalam hal gubernur scbagai wakil Pemecrintah Pusat
menyataken  hasil  evaluasi  rancangan  Perda
kabupaten [ kota tentang pertanggungawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkads kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD
bertentangan  dengan  Perda kabupaten/kota tentang
APBD, Perda kabupaten/kota tenteng perubahan APED,
Perkada kabupaten/kots tentang penjabaran  APBD,
Perkada Kabupaten/keta tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau tdok menindakianjuti temuan laporan
hasil pemeriksasn Badan Pemerikea Keuangan, bupati/
wall kota bersams DPED melakuksn penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) har terhitung scjak hasil evaluasi
ditcrima.

(6) Dakam . .
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i6) Dalam hal hasil evaluasl sebagaimana dimaksud pada aysi

1

2

3

{3 tidak ditindaklanjuti cleh bupati/weali kola dan DPRD
dan bupat/wal kota menctapkan rancangan Perda
kabupaten/kots tentang pertangrungawaban peleksanaan
APBD menjadi Perda kabupaten/kota’ dan rancangan
Perhada kabupaten /kota tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjsdi Perkada
knbupaten/kotn, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang
kruangan wunmk melakukan penundasn  dan/atau
pemotongan Dana  Transfer Umum sesusi  dengan
ketenmuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

Dalam hal dalam waktu 1 (saty] bulan sejak diterimanya
TANCATgAn Perda  temtang  pertanggungjawaban
pelaksansan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak
mengambil keputusan bermama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pclaksanaan APED, Hepala Dasrah menyusun  dan
menctapkan Perkada tentang pertanggungjawaban
pelaksanzan APED,

Rancangan Perkada sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dart Menteri
bagl Daerah provinsi dan gubermur schagal  wakil
Pemerintah Punat bagi Daerah kabupaten/kota,

Untuk memperolch pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayai (2, rancangan  Perkada | tontang
pertanggungjosaban  pelaksansan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujubl bari
terhitung secjak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Kepala Dasrah terhadap rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban pelaksanasan APBD.

{4 Dalam . .,
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{4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas] hari Menten
alau gubernur sebagal wakll Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Periida schagaimans dimaksud

pada ayat (3}, Kepala Daerah menetapkan rancangan
Perkads tersebul menjad] Perkads.

BaB'X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatua
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 198

(1) Sctap pejebat yvang diberl kuasa untuk mengelola
pendapatan, belanja, dan kekoyaan daerah  wajlh
mengusahakan agar setiap Piutang Dacrah disclesaikan
selurubnys dengan tepal waktu,

{2] Pemerintah Daerah mempunyal hak mendahulul atas
piutang jenis terteniu scuual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

i3 Piutang Daerah yang tidak dapst diselesailcan scluruhnya
dan tepat waktu, disslezalkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4] Penyelessian Pistang Dacrah yang mengakibatkan
masalah perdatn dapst dilakukan melalui perdsmaisn,
kocuall  mengenal  Plutang  Daerah yeng  cama
penyelesniannys sesuni dengan lketenhisn  perahiran
perundang-undangan.

Pasal 199 . ..
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Pasal 199

Plutang Dactsh dapat dihapuskan secara mutlak atau
bersyarat dari  pembuluan sesusl dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengalur mengenal
penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai
Putang Daerah vang carn penvelesaisnnya dilabukan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Eetentuan lebih lanjut mengenai penyclesalan Plutang Duerah
vang mengakibatkan masalah perdats sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 ayat [4) dan penghapusan Piutang Dasrah
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 199, diatur dalam Perda

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Eedua
Pengelolaan [nvesiasi Deerah

Pasal 201

Pemerintah Dacrah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh  manfaat ekonoml, sosial, dan/atau manfaast
lainnya,

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenal investasi Pemerintah Dacrah
schagaimans dimaksod dalam Pasal 200 distur dalam
Peraturan Menteri setelah berkoordinani dengan menteri yvang

menyelenggarakan wrosan pemerintahan di idang keuangsn.

Baglan Ketiga . . .
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Bagian Ketign
Pengeblaan Barang Milik Dacrah

Pazal 203

Pengeloloan BMD meliputi ranghkaian Kegiatan pengelolaan
BMD sesusi dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjeman Daerah

Pasal 204

(1] Kepala Doerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesund
dengan kelentuan perafuran perundang-undangan.

(2] Kepala Daerah dapat melakokan plnjaman sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(¥ Bisya yang timbul alibat pengelolaan Utang dan Pinjaman
Draerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerak.

BaB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasad 203

(1] Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalsm rangia
meningkatkan pelayanon  kepada  masyarakat sesuai
dergan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(@) Dalar rangks meningkntkan pelayapan  Kepada
masyerakat scbagaimana dimaksud pada &yat (1), Kepala
Dasrah menctapkan kebljakan feksibilitas BLUD dalam
Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD,

(3) Prjabat . . |
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(3} Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada aymt
(2] bertanggung jewab atas pelaksansan kebijakan
fcksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiotan pelayanan
umrs terutams pada aspek manfaat dan pelayanan yang
dihaailkan

Pasal 206
Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 205 ayat |1 ) melipuii:
&. penyedisan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana klusus untuk meningkatkean ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
¢. pengelolaan  wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perckonomian masyarakst atau layanan

WIrm,

Pasal 207

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolean Keuangan
Daerah.

{3} BLUD merupakan kekayaan decrah vang bidak dipisahkan
vang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD
yvang bersanghutan scsuad dengan ketentuan peraburan
perundang-undangan.

i3 BLUD menyusun rencana biznis dan anggaran.

(4 Laporan kewangan BLUD disusun berdasarkan SAP,

Pazal 208

Pembinaan keuangan BLUD dilokukan oleh PPED dan
pembinasan teknis BLUD dilakuken oleh kepala SKPD yang
bertanggungawab atas  Urusan  Pemerintshan  yang
bersangkutan.

Pasal 209 . ..
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Pasal 200
(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung
untuk membiayai belanja BLUD yang bersanglutan.
2} Pendapatan BLUD sebagaimans dimaksud pada ayst [i)

meliputi  pendapatan yang diperoleh  dari | aktivitas
peningkatan kualiiss pelayanan BLUD sesuai kebutuhan,

Pasal 210

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keusngan dan
Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagal bagan yang
tidak terpisahkan dari rencans kerja dan anggaran, APBD
serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Dacrah,

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenal BLUD distur dalam
Peraturan Menteri astelah memperoleh pertimbangan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

BAR X1
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 212

Setinp kerugian Keuangan Daerah vang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalalan sescorang wajib
segera  disclesaikan sesuai dengan  ketenituan perafuran

perundang-undangan.

Pasal 213...
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Pasal 213

(1) Setinp bendahmra, Pegawai ASN bukan bendsham, stau
pejabat kin yang karena perbuatannys melanggar huloum
atau melalaikan kewsjibannya, balk langsung atau tdak
langaung merugikan Dacrah wejib mengganti kerugian
elimaksud,

(@] Ketentuan mengenal penyelesaian kerugian  deerah
sebagaimana dimakeud dalam Pasal 212 berlaku secara
miitatis mutandis terhadap penggantian kerugan,

(3] Tata cara penggantian kerugian daerah  sebagaimana
dimaksud pado ayst (1) sesual dengan  Ketenbuan
peraturan perundang-undangin,

BAB X
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 214

{1] Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
keuangan dacrah dan diumumkan kepadas masyarakai,

@ Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
myal {1 paling sedikit memuat informasi penganggaran,
pclaksanaan anggaran, dan laporan keuangan,

13 lnformesd keuangan daerab sehagaimana dimaksud pada
ayal (1) digunakan untubk;

n. membanty Kepals Dasrah dalam menyusun angperan
desrah dan laporan Pengelolasn Keuangan Daerah;

b. membantu Kepals Daerah dalam merumuskan
kebijakan Keuangan Daerah;

c. membanty Kepala Doerah dalam melakuban evalussi
Kinerja Keuangan Dasrah;

d. menysdiakan statistik Beunngan Pemerintah Dacrab,

e, mendukung letertakaan informasi kepada
masyaralat;

f. mendukung. ..
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f mendulung penyelenggaraan  sistem informasi
keuangan daerah; dan

g melakukan evaluasi Penpelolaan Keuangan Daerah.
9) Informasi keuangan dacrah sebagaimana dimaksud pada

mvet (2 harus mudah diakses oleh masyarakat dian wajlbh

digampaikan kepada Menteri dan menteri  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan & bidang

keuangan.

Pasal 215

(1) Kepala Daerah wvang tidek mengumumkan informasi
keuangan dacrah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 214
dikenal sanksl administratifi sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Dalam  rangks menyediakan  sialistik  keouangan
Pemerintah Daecrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
214 ayat (3) huref 4, Pemerintah Dacrah  provinsl
meiakukan konsohdasi laporan keusngan Pemerintah
Daerah kabupaten/ kot di lingkup Daerah provinsi.

{3 Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dan disajlkan sesual dengan Peraturan Menteri
yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengsn menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang
keuangan.

BAB MIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagan Kesatu
Lo
Poral 316
(1) Pembinaan dan pengawasan  Pengelolaan  Keuangan
Daerah sotara nazional dikoordinasikan oleh Menteri.

(2} Pembinaan ., .



*

PRESIDEM
REPLIBLIE iMOOMNESiA

- 144 -

{3} Pembinpan dan pengawasan Pengelolaan Heuangan
Daerab dilaksanakan oleh:
& Menteri bagi Pemerintah Daerah provins:;
b. gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat bagl
Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

€. Kepala Dasrah bagi perangkat daerah.

Pasal 217

(1) Pembinsan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 216
dilabkan dalam benmuk fastlitast, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan, sertn penelitian dan pengembangan.

[4] Pengewnsan sebagaimann dimaksud dalam Pasal 216
dilabukan dalam beniuk  audit, reviy,  evaluasi
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan
latnmyn sesuni dengan ketemtuan peraturan perundang-
undangan.

Pagzal 318

Pembenann don penpawasan sebagaimans dimaksud dalam

Pagal 216 dan Pasal 217 dilaksanakan sesusi dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Fasal 21%

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Heuangan Daerah yang
ekonomig, efelndl, efislen, trnsparan, dan akuntabel,
Eepola  Daerah wajib  menyelenggarakan — sistem
pengendallan  Intemal  atas  pelaksanaan | Kegiatan
Pemerintahan Daerah

{2} Fenyelenggarasan slstem pengendalian frtermal
schagaimana dimaksud pada ayet (1] sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 220

(1} Pembinsan dan pengawasan terhadap penggpunaan DBEH,
DAY, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara

spervial, pemantauan, dan pengeval uasise.

i2) Supervisi . . .



*

BRCIIDEH
REPLUDLIA IMOOKNLEIA

<141 -

(2] Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan
DEH, DAU, dan DAK schagaimana dimalesud pads ayat (1)
bertujuan unmk:

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfastkan secara
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjdi kewenangan daersh dan  sesual  dengan
prioritas  daerah termasuk Urusan  Pemerintahan
tertentu  yang diatur dalam peraturan  perundang-
undangen;

b, memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara
optimal untuk membiayvai Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah terutama  untuk
penyediaan pelayanan publik sesual dengan keteniuan
peraturen perundang-undangan; dan

e, memastikan bahwa DAK sudah dimanfeatkan secara
optimal untuk membisyal Urusan Pemerintahan pada
Kegiatann khusus yang menjadi kewenangan daerah
dan sesual dengan prioritas nasionsl pada tahun
anggaran berkenaan,

(3] Ketenfuan mengena tata cara pelalmanaan superviai,
pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud
pada syat (1] distur dengan Peraturan Menteri setelah
memperaleh pertimbangsn menter] yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
keuangan.

Pasal 231

(1) Dalam rangks pelaksanan permbinasn dan pengawssan
terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Menteri  menctapkan pedoman  (cknls Pengelolaan
Keuangan Daerah.

{2} Pedoman tekmis  Pengelolaen  Keuangan  Daerah
sebagaimans dimaksud pads ayal (1) ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan menteri vang menvelenggarakan
wurusan pemerintaban di bidang keuangan.

Pasal 222 . .,
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Pasal 232

Pemerintah Deerah menempkan sistern  pemerintahan

berbanis elektronik dalam Pengelolasn Keuangan Dasrah.

Petierapan wsistem  pemenimiohan  berbasia  elckironik

schagaimans dimaksud pads ayat () dapat dilakukan

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi danfatag

kapasitas Pemerintah Dwerah paling lambat 3 (tiga) tahun

sctelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pemerntah  Daerah  wajib  menerapkan  alsiem

pemerintahan berbagis elekrronik di bidang Pengelolaan

Keuangan Daeral secara terintegrasi  paling sedikit

meliputl:

B penyusunan Program dan Eegiatan dar rencana kerja
Pemerintah Dasrak;

b. penyusunan rencans kerja SKPD;

€. PEOYUBUNLGN GAEEATan;

d. pengelolaan Pendapatan Dacrah;

e. pelaksanasan dan penatausashasn Keuangan Daerah;

[ akuntansi dan pelaporan; dan

B pengadaan barang dan jasa.

(4] Dakam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem

pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolann
Keuvangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat [3),
menleri yang menyelenggarikan urusan pemerintaban di
bidang keuangan melakukan penundasn dan/atau
pemotongan Dans  Transfer Umum sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan
Menteri,

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanasn

penerapan sistem pemenntahan berbasis elekrronik dl
bidang Pengelolaan Eeuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (2} diatur dengan Peraturan Menterl
sctelah berkoordinasi dengan menter VAOE
me urusaen pemerintahan di  bidang
keuangan.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223

Pada saat peraturan pemerintah ini mulsl berlajoy, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun J005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 224

(1) Permturan pelaksanaan dan Peratuman Pemerintali Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Hepublik [ndonesla
MNomor 4578 dinyatakan masib tetap berlaku scpanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ind

{2} Peraturan pelaksanssn dari Persturan Pemerintah ini
harus ditetapkan paling lambat 2 [dua] tahun terhitung
sejak Peraturan Pemenintah imi diundangkan.

Pasal 225

Peraturan Pemerintah ini mulsl berlaku  pads  tangesl
divndanghsn,
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Ager setinp  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Persturin Pemecintaly  ind dengan
penempatannya dalam Lembaran Negars Republik Indonesia,

Ditetaphan df Jokarts
paita tanggal & Maret 2019

PRESIDEN REFLBLIK INDONESIA,

bl

JORD WIDODO
Diundnngksn di Jakarts
pada tanggal 12 Maret 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESLA,
i,

YASONNA H. LADCLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesual dengan wskinys
EEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
EEPUBLIK INDONESIA
Asniaten Deputi Bidang Pemenntahan Dalam
Negeri dan O ] . Brepurti Bidang
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANC
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMM

Terbitnys Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahan Dacroh yang mengpantikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah merupskan dimamika dalam
perkembangan Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  menjawab
permasalahan yang lerjadl pada Pemerintahan Daerah, Perubahan
kebijakan Pemerintahan Dacrah yang diatur dalam Undang-Undang
KNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah telah memberikan
dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan
yang menguatur mengenai Pemenntahan Daerah, termasuk pengataran
mengensl Pengelolaan Keuangan Daergh.

Belain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenteng Pemerintahan Deerah, pengaturan mengenal  Penpelolaan
Keuangan Daerah juga mengacu pads ketentusn persifuran perundang
undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tenggung Jawsb Keuangan Negars, dan
Undang-Undang Romor 25 Tehun 2004 tentung Sistem Pefencanaan
Pembangunan Nazsional. Oleh karena iu, Peraiuran Pemerinish ind
disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang sebslumeays diatur dalam Permturan Pemerintabh Momor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolasn Keuangsn Dacrah, berdasarkan
identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daersh yang terjadi
dalam pelaksanaannya selama Inl Penyempurnaan pengaturan terschut
jugn dilakukan untuk menjaga 3 (tga) pilar tata Pengelolaan Keuangan
Daerah yang badk, yailu iransparans, akuntabilitas, dan partisipatif
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Berdasarkan uraan penjpelasan di atas maka Peraturan Pemerintah

ini mencakup pengaturan mengenal perencansen dan pengnnggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungiawaban keuangan
Dmerah, dengan penjelasan sebagnf berikout:

Perencanaan dan Pengenggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah
menggunakan perdekatan Klnerja. Pendelkatan inl keblh menggeser
penskanan  penganggaran  dan veang  berfokus  kepada  pos
belanja/ pengelusran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program
kerja. Terdapainya tolak wukur dalam pendekatan inl  akan
mempermudah Pemeriniah Daerah dalam melabuksn pengulouran
Kinerja dalam pencapaian fujuan dan Sasaran pelsyanen publik.
Karakteristik cdar  pondehatan  iml adalah  proses untuk
mengklarifikasikan  anggamn  berdasarkan Kegatan dan  jugs
berdasarkan unit organisasi Anggaran yvang telah terkelompallean
dalam Kegatan akan memudahkan phak yang berkepentingan
untuk melakukan pengukuran Kinera dengan cama terlebih dahulu
membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemenntah inl meneniukan proses penyusunan APBD,
dimulal dari pembuntan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan
pembustan REA SKPD oleh masing-mazing SKPD. RKA 5KPD ini
kemudian dijacikan dassar untuk membual rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan
Perda dan mancangan Periada yang telah disusun oleh Kepala Diserah
kemudian dajukan kepada DPRED untuk dibahas schinggm tercapal
kesepakatan bersama Rancangan Perda dan rancangsn Perkeada
tersebut  kemudian diajukan kepada gubernur sebagal wakil
Pemerintah Pusat untuk kabupaten/Kota atau Menteri untuk
provins: guna dicvalunsi. Hasill evaluasl yang menyataken mncamgia
Perda dan rancangan Perlads swdah sesusi dengan dobiomen yarng
mendulung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan
rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan

Indikator . . .
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Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format REA,
namun dalam proses pembahasan anggaran yveng terjadi selama ini
di- Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumish uang yang
dikeeluarkan dibandingkan Keluaran joutpuf) dan Hasil (outeoms yang
akan dicapad. Sebsgaimana telah  dijelsskan & ataz  babwa
penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pads Keluaran |oufpur
dan Hasil (outcome) dari Kegiatan

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran joutpuf
dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh
korena itu, Peraturan Pemerintah nl menyempumakan pengaturan
mengenal doitumen penganggaran, yaitu sdonys unsur Kinerja dalam
setiap  dokumen  penganggarsn  yang  diharaplan  mampu
mewujudkan sinkronisss] antars perencanasn dan penganggaran
yvang selama Ini masih befum tercapai,

Pelaksansan dan Penataisahaan

Froses pelaksansan anggaran merupakan prosss yang terikat dengan
banyak peraturan perundang-undangan vang juga sudab banyak
mengalami perubaban, maka Peraturan Pemerintah inl disusun
dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang
terjadi.

Proscs pelakssnoan dan penatausahaan dalam praktikoys jugs harus
memperhitungkan Kinerjs yvang sudah ditetsplean dalam APBED.
Proscs ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah
dincpaleati dadam dokumen APBD. Dengan demikian, anggarsn yang
direncanakan hisa sejalan sebagaimans mestinya dan  jumiah
kesalahan dalam proses pelaksananan dan penatagsahasn  bisa
diminimalisir,

Perafuran Pemerintahl inl jugs mempertegas fungsi verifikasi dalam
SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan pencrbitan SPM kepada
SKFD mtau Unit SKPD yang merupakan wujud dar pelimpahan
tanggung jewehb pelaksansan anggaran belanja dapat sesual dengan
tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran & SKPED.

Peraturan . . .
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Peraturan Pemenntah ini jugas mengembalikan tugas dan wewenang
bendahars scbagni pemegang kes dan juru bayar yang scbagian
fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
(FPTE). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan olorisasi,
pihak yang menyimpan uang dan pihak yang melalukan pencatatan
juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ind. Pemisahan ind
dilakukan untuk mencegah teriadinya |kecurangan selama
Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrel internal
Pemerintah Dacrah.

Prosea pelakssosan don penstevsshasn inl haros meningloathan
koordinasi antar berbagai plhak dalarm  penyusunan  laporan
keuangan  berbasis akrual, Dokumen  pelaksansan  dan
penatausahaan juga harus mengalit schingga bisa mendukung
pencatatan berbasis akmoal. Basis akrual inl menipakan basls yang
bary untuk Pemeriniah Daerah sehinggs dukungan dan kerja samas
dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk
menciptakan kesuksesan penerapan basls akuntas! akrual

Ferianggungawaban Keuangan Caerah

Pertanggungiewaban Keuangan Deersh diwujudkan dalam bentuk
laporan kewsangan. Laporan keusngan tersebut merupakan wujud
dari pengustan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan
pertanggungawaban Keuangan Decrah, setidaknys ads 7 [tujub)
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintab Daerah ymitu,
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan
perabahan saldo anggaran kebih, laporan perubahan ekuitas, mporan
mrus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang hanss dibuat oleh
Pemeriniah Daerah merupakan dampak dar penggunaan akuntanei
berbasis akrual. Pemberlakusn akuntansi berbasls akrual sl
merupakan tantangsn tersendirl bagi setiap Pemerintah Daerah
karenn akan ada banvek hal vang dipersiapkan oleh Pemerintah
Diacrah salah satunya yaitu sumber daya manusia,
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Selain berbentuk laporan keuangan, perfanggungiawaban Keuangan
Daerah juga berupa laporsn realisasi Minerja. Melalul laporsn in,
masyarakat bisa melihat sejoulh mana Kinerja Pemerintah
Daerahnya. Selain jtu, laporan i jugs sehagai alat untuk menjags
ginkronisasi dari proses perencansan hinggs pertangguogawaban
yang dilakukan Pemerintsh Desersh. Melalui laporan ini Pemerintah
Deerah biss melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan
proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnva,

Belanjutniya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan UM
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang distur dalam Peraturan
Pemerintah ini, Pemerintah Dacrah diharapkan mampu menciptakan
sistern Pengelolasn Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan
kebutuban sctempat dengan  tetap  menastl  peraturan  perundang-
undangsn yang lebih tinggl serin meninja sistem tersebut secara terus
menerus dengan tujuan mewujudicnn Pengelolaan Keuangan Dasrah yang

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culup jelas.
Pasal 3
Culoap jelas.
Pasal 3
Ayat (1]
Yang dimakeud dengan “tertib® edalah Keuangan Decrah
dikeioln secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung
dengan kil admindstrasi Vang dapat
i NN

Yang . . |
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Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian Keluaran
yang maksirmim dengan masukan tertentu atau penggunaan
masakan ferendak untuk mencapai Keluaran tertentu.
Yang dimaksud dengan “ekonomis®™ adalah perolehan
masakan dengan kualitas dan kuantitas terteniu pada tingkont
harga yang terendah.
Yang dimaksud dengan “efekti® adalah pencapaian Hasil
Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, waitu dengan
cara membandingkan Keluaran dengan Haail.
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah  prinsip
keterbukaan yang memungkinksn masysrakat  untuk
mengetabii dan mendapatkan aksen informasi scluas-leasnm
teniang Keuangan Dacrah.
Yang dimaksud dengan ‘“bertangpung jawab® adalah
perwujudan kewajiban seseorang atau safuan kerja untuk
mempertanggungiawabkan pengelolaan dan  pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanys dalam rengks pencapaian tujuan veng telah
ditetaphan,
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kessimbangan
distribusi kewenangan dan pendanasnnya.
Yang dimaksud dengan “kepatutan® adalah tindakan ataw
suaty sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
Yang dimaksud dengan “manfaat unitak masyarakat® adalak
Keuangan Deerah diutamaban untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Yang dimaksud dengan “taat pada ketenfuan persturan
perundang-undangan™ adalsh Pengelolaan Keuangsn Dasrab
harus scsumi dengen  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Ayat [2)
Culcup jelas,

Ayat (3) .
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Ayat (3]
Culbnp pelas.
Pasal 4
Ayt 1]
Culoup jelas.
Ayt (2]
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hurfa
Yang dmaksud dengan “koordinator” adalah terkait
dengan peran dan fungsl sekretaris dasrah membantu
Kepala Daerah dalom menyusun  kebjakan  dan
mengoondinasilean peryvelenggaraan Urusan
Daerah.
Huruf b
Cukup jelas,
Hurmuf e
Culkup jelas.
Ayt {5)
Culkoup jelas.
Ayat (6]
Culoup jeias.
Pasal §
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1]
Ayal |2)
Hurufa
Culeip jelas.

Huruf b, |
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Huruf b
Cukup jelas,
Huruf e
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Eewenatigan pemungutan pajak  deerah  dapat
dipisahkan dar kewenangan SKPKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf §
Culkup jelas.
Huirwl g
Culup jelas,
Huraf h
Cukup jelas.
Huoruf §
Culkup jelas,
Huruf §
Cukup jelas,
Pasal &
Ayazt (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup pelas,
Ayat (3]
Hurif &
Cukup jelas,
Hurul b
Culup jelas,
Huruf e
Cukup pelas,
Huruld

Cukup jclas.

Hurufe...
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Huruf e
Cubup jelas.
Huruf
Culkup jelas.
Huruf g
Cukup jelas,
Hurmf b
Cukup jelas.
Huruf
Yang dimaksud dengan “melakranakan Pemberian
Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah”™ adalah
hanya terkait cksekusi Pemberian Pinpeman Daerah
bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Deerah.
Huruf j
Culeup jelas.
Huruf k
Cukup jelas,
Ayat (4]
Cukup jelns.
Pagal 9
Culup jelan,
Pasal 10
Ayat (1]
Huruf a
Cubup jelas,
Huruf b
Cubtup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelaa,
Huraf d
Cukup jelas,
Huruf &
Cukup jelas.
Huruf T
Cukup jelss.

Huruf g . . .
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Huruf g
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “mengelola Utang dan Prutang
Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya” adalah scbagsl akibat yvang ditimbulkan
dari pelaksanaan DPA SKPD,

Humuf §

Cukuip jelas
Huruf k

Cukup jelan,
Humuaf |
Cukup jelas
Hurnaf m
Culeup jalas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cubup jclas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Unit SKPD™ termasuk unit pelaksans
teknis decrah.
Ayat [2)
Cukup jclas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat [5)
Cukiup jelas.
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Pasal 12
Ayat (1)
Vang dimaksud dengan “PAJKPA dalam melaksanakan
Eegizian menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selakuy
PPTK" adalah PAJKPA menetapkan PPTEK melalul usulan
atasan langeung pejbat yang bersanghkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membaniu tugas® adalah tugas vang
ditepiukan oleh PA/KPA dalam rangka meleksanakan
tindiakan yang mengakibatkan pengeluaran ats  Beban
anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SEPD yang
diptmpinnya, yaitu:
a. mengendalikan pelalsanaan Kegiotan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
c. menyiapkan dokumen dalam rangks pelsksanaan
nnggaran atas Beban pengelunran pelaksanaan Kegiatan;
dan

d, melaksanaken keginten pengadasn barangjasa sesual
dengan ketentuan persturan perundang-undangan yvang
mengatur pengadaan barang,/ jasa,

Ayat ()

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas,
Paszal 14

Culup jelas.
Pasal 13

Cubup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas,
Pazal IT

Cubup pelag.

Pasal 18 ., ,
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Pasal 18
Cukup jelas.
Paaal 19

Cukup elas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 3]
Culup jelas.
Pasal 32
Cukup jrlas,
Pasal 23
Ayt (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas,
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi otorisani” adalah anggaran
daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanjs pads tahun berkenann

Y¥ang dimaksud dengan “fungsi perencansan® adalah
anggaran daerah menjadi pedoman bagl manajemen dalam
merencanakan Kegintan pada tahun berkenaan,

Yang dimaksud dengan “fungsi pengawasan® adalah anggeran
dacrah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan
penyelenggaraen  Pemerintahan Dacrah  secsual  dengan
ketentuan yang telah ditetmpkan.

Yang dimaksud dengan *fungsi alokasi® adalah snggaran
daerah harus diarabhkan untuk menciptakan lapangan

kerja/ mengurangl pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkstkan eflsiensi  dan  efekivitas

perekonominn.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengan *fungsi distribusi® adalah kebijakan
anggarnn dacrah haros memperhatiban rasa keadilan dan
kepatutan,

Yeng dimaksed dengan *fungsl stabilizaz(" adalah anggaran
Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihaca dan
mengupayaknn  keseimbangan fondamentsl perekonomian
Daerah.

Ayat 14)

Pasal 24

Cukup jelns.

Ayat (1)

Cukup jelos.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4]

Cukup jelas.

Ayat |5)

Cukup jelas,

Ayat 15)

Cukup jelas.

Ayat [7)

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “disnggarksn secara bruto” adalah
jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tdak boleh
dikurangl dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan terscbut  dan/ateu  dikurangi
dengan bagian Pemerintah Pusat/Dacrah lain dalam rangka
bagi hasil

Culup jelas.

Pasal 36

Culcup jelas.

Pasal 27 . . .
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah sclisih aninra asct
lancar dengen kewsjiban jangka pendek
Ayat (2]
Cukup jelas,
Aynt (3]
Cuktup jelas,
Paszal 28
Cukup jelas.
Pasal 30
Culup jelas.
Pasal 31
Culkup jelas.
Pazal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Culoup jelas.
Pazal 34
Culoup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Paszal 36
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan”
adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau
bangunan  vang dimiliki, dikusssi, dan/atau
dimanfaatkan di kewssan wyang digonaksn untuk
kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan scsuai dengan ketentuan perafuran
perundang-undangan,

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jclas.
FPasal 38
Cukup jelns.
Pasal 39
Cubtup jelas,
Pasal 40
Cukup jlas,
Pasal 41
Cukup rlas,
Pasal 47
Cukup jclas,
Pasal 43

Cubup wlas.
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Panal 44
Pendapatan bagi hasil merupakan bagl hasil pajak kendaraan
bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepads Daserah
kabupaten/kota di wilayahnya.

Paaal 45
Cukup jelas,
Paaal 46
Huruf &
Hibah baik dalam bentuk devisa, rupah, barang, dan/atau
jasa, termasuk tenags ahli dan pelatihan yang tidak periu
dibayar kemball.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Paaal 47

Hibah termasuk sumbangan dar pihak ketiga/scienis yang tidak
mengikat, bGdak berdesarkan perhitungan tertentu, dan  tdak
mempunyal konsekuensl pengeluarnn atau pengurangan kewajiban
kepada penerima maupun pemben serta bdak menyebabkan
ekonomi biaya tinggl
Paaal 48
Cukup jclas.
Pasal 49
Cubcup jelas,
Paaal 50
Ayar (1)
Yang dimaksud dengan "alokasi belanja® sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan antars  Iain

besaran alokasi belanjs uniuk fungsi pendidilan, anggaran
kesshatan, dan inalreestruklur,

Ayat (2] . . .
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Ayat (2)
Cukup Jelas.

Aynt [3)
Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelus.

Ayat (3}
Yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional”
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Penclapan harga satuan reghonal  dilakokan  dengan
memperhatikan tngkat kemahalan regional yang berlaku di
suatu Daerah.

Ayat [4)
Btandar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat
memperhatikan tingkat kemahalan yang berfaku di suatu
Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Agat (6)
Cukup jelas,

Ayat [T)
Cukup jelas.

Fasal 33

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukoup jelas.
Pasal 54

Culup jelas.
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Pasal 55
Ayat (1)
Huruf &
Culcup jelas,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “belonja modsl® antara lain
berupa belanja modal tanah, belanja modal pernlatan
dan mesin, belanjs modal gedung dam bangunan,
belanja modal jalsn, irigesi den jaringan, dan aset tetap
lainnya.
Huruf e
Culbup jelis.
Hurmaf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup |elas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat |4)
Cukup |elas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pnsal 56
Ayat [1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "belanjn pegawni”™ antara Isin
berupa gaji den tunjangan, tambahan penghasilan
Pegmwni ABN, belania penerimaan lainnya pimpinan dan
anggote DPRD sera Kepals Dwcrah/wakil Kepala
Daerah, insentifl pemungutan pajak dacrah dan retribuai
daerah, dan honorarium.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Culenp jelas
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Humafd

Culbup jelas
Humaf &

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)
Cubup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat [(4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat [2)
Yang dimaksud dengan "Pegawal ASN® adalah profesi bagi
pegawal negenn sl dan pegawal pemeriniah  dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)
Culup jelas,

Pasal 58

Ayat (1)
Persetujuan DPRD  dilakukan  bersamaan  dengan
pembahasan KUA

Ayt (2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kena diberikan
kepads Pegawal ASN yang dibebani pekerjoan untuk
menyelesatkan tugas yang dinila melampaul beban kerja
ruormal,
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat  bertugas
diberikan kepads Pegawal ASBN yang dalam melalsanakan
tugasnya berada di Daerah memiliki tinglat kesulitan Hngg
dan Daerah terpencil.

Tambahan . . .
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Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugssnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada Pegawa: ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langkn.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan

kepada Pegawai ASN yang memiliki presiasl kerja yang tingg
dan/alau inovasi.

Tembehan penghesilan berdasarkan pertimbangan objektif
lninmya  diberikan kepada Pegawmli ASN  scpanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas,

Ayat |4)
Cukup jelas.

Ayat ()
Cukup jelas.

Ayat (6)
Culup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jass® antara lain
berupa belanja barang pekai habis, bahan/material, jasa
kantor, jasa asuransi, perawatan kendarsan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
scwa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlenghapan
dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas
dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-har
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
pemulangan pegawal, pemeliharasn, jasa konsultansi, jasa
ketersedisan pelayanan (ovadabiity paymenfl, lain-lain
pengadaan barang ) jasa, belanja lainnys yang scjends, belanis

harang . .,
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barang dan/atau jasa wang diserahkan  kepada
masyverakat /pihak ketigs, belanja barang dan/atau jass yang
dijual kepads masyarakat atau pihak ketign, belanjs beasiswa
pendidikan FNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
himbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uwang yang
diberikan kepada plhak ketiga / masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan discrahkan
atau dijual kepada masyaraket/phak ketnga® adalah
barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Basaran
prioritas Daerah yang tercantum dalam RPIMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "belanja bungs™ antarm lain berupa belanja
bungs utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat 1)

Pemberian hibkah didasarkan atas usulan tertulis vang
disampaikan kepada Kepala Daerah,

Pemberian hibah jugs berupa pemberian bantusn keuangan
kepada partai politik yang mendnpatikan kursi di DPRD
provinsl dan DPRD kabupaten /kota sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat [3)

Pasal 63

Cukup jelas

Cukup Jelas.
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Pasal 64
Ayat (1)
Vang dimaksud dengan “belanja modal® antara lain beruipa
belanfa modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanjs modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan,
irigasl dan jaringen, dan aget tetap lninmya
Ayat 2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat |4)
Cukup jelas.
Pazal 65
Cubup jelas.
Pasal &6
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “tujusn tertentu lainnya® adalah
dalam rangks memberkan manfast bag pemben dan/atoa
penerima bantuan keusngan,
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat [4)
Culkup jelas.
Ayat [5)
Cukup jelas,
Ayat [6)
Cukup jelas,
Ayat [7)
Cukup jelas,

Pasal 68 . . .
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Paaal 68

Ayat (1)
Keperluan mendesak scauai dengan karakteriantih  masing
masing Pemerintah Dacrah schegalmans dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan
Megara,

Ayat [Z)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pazal &9

Cukup jelas.
Pasal 70

Culup jelas.
Pasal T1
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Culeup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan” seperti doloumen
lelang, akia jual beli, nots kredit, dan dokumen scjenis
lainnya.
Pasal T4
Culaup jelas.
Pasal TS
Cukup jclas.
Pasal 76
Cukiup jelas,
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cubup jelas.
Pasal 79. ..
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Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 42
Culoap jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surplus APBD® sdalsh selisih lebih
antara Pendapatan Deerah dan Belanja Daerah.
Yang dimaksud dengan *defisit APBD® adalah sclisih kurang
antara Pendapatan Decrah dan Belanjn Dasrah
Ayat [2)
Cukugp Jelas.
Ayat (3)
Culcup Jelas,
Pasal B4
Hurufa
Yang dimaksud dengan “pembayaran cclan pokok Utang
yang jatuh tempo” adalsh pembayaran pokok Utang yang
belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran
Pembinyaan sesuai dengan perjanjlan.
Huruf b
Cubkup jelas.
Hueruf &
Cukup jclas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurui »
Cubkup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas
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Pasal 86
Cukup jelas,
Pusal BT
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Pedoman penyvusunan APBD antara lain memuat:
a. kebijpkan penyusunan APBD);
b, teknik penyvusunan APED; dan
e hal khusus lainnyas,
Ayat [3)
Huruf &
Culcup jelas.
Huruf b
Cukup |elas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf [
Strategi pencapaian memuat langkeh konkret dalam
mencapal larget
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91 ...
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Pasal 91

Kepala Daerah menyampaiksn Rancangan Perda tentang APRD
berdasarkan REA SKFD yang disusun dengan mengncu pads REPD,

rancangan KUA. dan rancangan PPAS yang disusun oleh Kepala

Daerah.
Pasal 92
Ayat (1)
Cubup jelas.
Ayat (2)
Hural a
Keglatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang
tercantum dalam RPJMD.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pekerjaan atas pelaksnnans
Keglatan yang menurut sifatnys  harus  tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran® antara
lain penonaman benth/bibie, penghijpuan, pelayanan
perintis laut fudars, mokanan dan obat di rumah sakit,
pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan {deaning service}.
Ayl [3)
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cubup jelas,
Ayat (5]
Cubup jelas.
Ayat (6]
Culeup jelns.
Pasal 93
Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksansan Program den Keglatan 2
{dua) tahun anggaran sebelumnys sampsal dengan semester
pertarmna tahun anggaran berjalan
Avat [2)
Cukup jelas
Ayat(3) ...



*

PRESIDEN
REPLBLIE HNDENE 1A
"7 -
Ayar (3]
Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup ielas.
Pasal 95

Ayat (1)

Penyusunan REA SEPD dengan pendekatan Kerangks

Pengelusran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)
Cubup jelas.
Ayal [3)
Cubup jelas,
Ayat (4)
Culkcup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 87
Cubup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas,
Pasal 99
Culoap jelas.
Pasal 100
Cubnp jelas.
Pasal 101
Cubtup jelas.

Pasal 102 . ..
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Pasal 102
Ayat (1)
Rancangan Perda tentang APBD memust informasi Kinerja
berdasarkan Basaran capaian Kinerfa dan indikstor Kinerja
Ayat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ay (£
Cukup jelas.
Pasal 103
Culoup jelas,
Pazal 104
Ayat (1)
Yeng dimaksud dengan “penjelasan  dan  dokumen
pendukung” antars lain nota keuangan, REPD, KUA dan
FPAS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Fasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Culup jelas.
Posal 107
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angks APBD feahun anggmran
sebelumnya® adalah pagu jumilah pengelusran APBD yang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnys.
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat”
adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumiah
yung cukup untuk keperluan eetiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti belanja pegawal, dan belanja
barang dan jmaa,

Yang . .
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Yang dimaksud dengan “belanm yang bersifat wajib® adalah
belanja  untuk tefjaminnys kelangsungan pemenuhan
pendansan  Pelayanan Dasar masynrakat antara ladn
pendidikan, keschatan, melokssnakar kewsjiban kepada
pihak ketiga, kewnjiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewnjiban lndnnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat [3)
Cukup jelas,
Pasal 108
Cubup jelas.
Pasal 10%
Culcup jelas.
Puaal 110
Cukup jclas.
Pusal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4}
Yang dimaksud dengan “menguji kegesualan® adalah untuk
menilal kesesuaian Program dalam rancangan Perda fenfang
AFBD) dengan Perda rtentang RFJMD dan  menilal
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan Keglatan
yang ada dalam REPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsistensl antara rancangan Perda tentang APBD dengan
KUA dan PPAS.
Ayat [3]
Cukup jelas,
Ayat (6]
Cukup jelas.
Ayat (7). ..
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Ayat [7)
Cubup jelas.
Ayat (B}
Cukup jelas.
Ayni [9)
Cukup jelas.
Pasal 112

Ayat (1)
Culkup jelas.

Ayat [2)
Culkup jelas.

Ayat [3)
Culup jelas,

Ayat [4)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaion® adalah untuk
menilai kesesuaian Program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
perimbangan yang digunakan dalam menentukan Kegiatan
yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan
KUA dan PPAS.

Ayat [5)
Cukup jelas,

Ayat (6]
Culiup jelas.

Ayat (7]
Cukup jelas,

Ayat (8
Cukuip jelas,

Ayat [5)
Cukup jelas,

Pasal 113
Cukup jelns,
Pasal |14
Cubiuip jelns.
Pasal 115. .,
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Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas,
Panal 118
Cukup jclas,
Pasal 119
Cukup wlas,
Pasal 120
Ayat (1)
Cukzp jelas,
Ayat (2]
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah yang tidak
dilakukan melalul Rekening Kas Umum Deerah, antsra lain
sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman
danfatau hibah hoar negerl tidak harus dilakukan melahsd
Rekening Kas Umum Desrah namun tetap harus dibulkukan
dalam Relkening Kas Urmum Daerak.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Culup jelas
Pasal 123
Culup jelan.
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipsraamakan
dengan BPD” antara lain keputuzan tentang pengangkatan
PrEEwAL

Ayat (3). ..
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Ayar (3)
Cubcup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas,
Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *bank umum yang schat® adalah
bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesua: dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal perbankan,
Ayal [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 127
Culiup jelas,
Pasal 128
Cukup jelas,
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukusp jelas,
Pasal 131
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mendepositokan® adalah
penempatan deposito  dilakukan pada bank umum di
Indonesia yang aman/sehat sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang mengatur mengenal
perbankan dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 132
Agar [1]
Culoap jelas.
Ayat (2) ..
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Ayat (2}
Rencana penerimasn dana hanys diberlakukan bagi SKPD
vang memiliki tugas dan fungsd pendapatan.
Ayar (3}
Cukup jelas.
Pasaal 133
Cukup jelas,
Pasal {34
Cukup jelns,
Pazal 135
Cubcup jelas,
Pasal 136
Cubrup jelan,
Pasal 137
Cubup jelas,
Pasal 138
Cukup jelas,
Pazal 139
Culup jelas,
Pasal 140
Ayar (1)
Yang dimaksud dengan "Penerimaan Dacrah vang sifainya
berulang” adalah penerimaan yang setiap tahun rutin
dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusl,
dan lwnnya,
Ayal (2)
Yang dimaksud dengan *Penerimsan Dacrah yang sifmtnym
ticdak berulang” adalah penerimaan yang tidak setigp tahun
dianggarkan, sepert pendapatan funtutan ganti  rugi,
pendapatan penjuslan kekayasn daerah yang dipisahkan,
dan lainnya.
Ayat (3
Cukup jelas.
Pasal 141

Cubup jclas.
Pasal 142 ...
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Pasal 142
Culoup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas,
Pasal 144
Cukup jeles.
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Culup jelas.
Pasal 147
Culkup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culaup jelas.
Ayat [3)

Huruf &
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perintal pembayaran” adalah
penintah membayarkan dan PASKPA,
Huruf &
Cukup jeias.
Hurufd
Cukuip jelaa.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat {5)
Cukiip jelas,

Pasal 150, . .
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Pasal 150
Culoup jelaa.
Posal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Culup jelas.
Pasal 153
Culoup jelas.
Paaal 154
Culcup jelas.
Pasal 155
Culup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Culkup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Culup jelas.
Pasal 160
Ayat 1)
Yang dimaksud dengan “prognosis” adalah prakiraan dan
penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan
berikutnya berdasarian realinasi.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 161
Culoup jelas.
Puaal 163
Cubup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165 . . .
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Pasal 165
Culup jelas.
Pasal 166
Culdnup jelas.
Paaal 167
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *lebih besar dari 50% [lima puluh
persen|” adalah batas persentsse minimal selisih (pap)
kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APRD.
Ayat [J)
Cukup jelas.

Pazal 17T
Yang dimaksud dengan “penjpelasan dan dokumen penduloung”
antara lain nota keuangan, perubahan REPD, den perubahan KUA

dan PPAS.
Pasal 178 . .,
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Cukup jelas.

Paszal 179

Culup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pa=al 182

Culkup jelan.

Pasal 183

Culkup jelas.

Pasal 184

Culoup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187
Ayat {1}

Culeup jelas.

Ayt (2)

Huruf a
¥Yang dimaksud dengan “laporan realisasi anggaran”
adalah laporan yang menggambarkan perbandingan
aninrs anggaran dengan realisasings dalam 1 jsats)
peniode peloperan sesual  struktur APBD yang
diklasifikesiken ke dalam kelompok, |enis, obyek dan
rincian olyek pendapatun, belangs dan Pembiayann.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurul ¢

Cukup jelas.

X7

Hurafd ...



FRCIIDEN
AEPLUMLIE INDODNESIA

Huruf d

Cukup jclas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Hurul g

Cukup jelas.

Ayat {3)

Culbkcup jelas,

x

Pasal 188

Culup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Culoup jelas.

PFasal 192

Cukup jelas,

Pasal 193

Culcup jelas.

Pasal 194

Culkup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 196

Culup jelas.

Pasal 197

Culeup jelas.

Pasal 198

Pasal 199

Culiup jelas.

Pasal 200 .
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Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Investasi dilabukan sepanjang memberi manfeatl bagl peningkatan
Pendapatan Daerah, peningkatan kesojahternan masyarakat,
peningkatan pelayanan masyarakst, dan/atau tidak mengganggu
leuldiias Keunngan Dacrah.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pazal 303
Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.
Pasal 203

Cukup jelas.
Pasal 306
Huruf a
Yang dimeksud dengan “penyediaan barang dan/stau jasa
lsyanan umuam® antare  lain rumah sakit | daerab,
penyclenggaraan  pendidikan, pelayanan  lisensi  dan
dokumen, penyclenggarnan jesa penyiaran publik, dan
pelayanan jasa penelitian dan penguajian.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dans khusus untuk meningkatkan
ekonoml dan/atau layanan kepada masyarakat” antara lain
dana bergulir, usaha mikro, kecll, menengah, dan tabungan
perumaiEn.
Huruf ¢
Culoup jelas.
Panal 207
Culoap jeles.
Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209 . .
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Panal 209

Culup jelas,
Fasal 210

Cukiup jelas.
Pasal 211

Culup jelas.
Pasal 212

Culeusp jelas,
Pasal 213

Cubtup jelas.
Pagal 214

Cubnip elas,
Pasal 215

Cukup xlas,
Pazal 216

Cukup jelas.
Pasal 217

Cukup jelas.
Pasal 218

Cubaup jelas.
Pasal 219

Cukup jwlos.
Pasal 230

Culup jelos
Pasal 321

Cukup j=las.
Paszal 222

Cukup jclas,
Pasal X1l

Cukup jelas.
Pagal 224

Cubup jelas
Pasal 225

Cukup jelas
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